
K E P U T U S A N M E N T E R I AGAMA R E P U B L I K INDONESIA 
NOMOR 1807 TAHUN 2025 

TENTANG 
PEDOMAN P E R J A N J I A N K I N E R J A , PELAPORAN K I N E R J A , TATA CARA R E V I U 

ATAS LAPORAN K I N E R J A , DAN PENILAIAN K I N E R J A ORGANISASI 
PADA K E M E N T E R I A N AGAMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

M E N T E R I AGAMA R E P U B L I K INDONESIA, 

Menimbang ; a. bahwa u n t u k menyusun perjanjian kiner ja, pelaporan 
kiner ja, tata cara reviu atas laporan kinerja, dan 
penilaian kinerja organisasi pada Kementerian Agama, 
perlu ditetapkan pedoman; 
bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 94 T a h u n 2021 
tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, 
dan Ta ta C a r a Reviu atas Laporan Kiner ja pada 
Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan h u k u m dan adanya perubahan kebijakan 
pada Kementerian Agama sehingga perlu diganti; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
d imaksud dalam huru f a dan h u r u f b, perlu menetapkan 
Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Perjanjian 
Kiner ja , Pelaporan Kinerja, Ta ta Ca ra Reviu atas Laporan 
Kiner ja , dan Penilaian Kiner ja Organisasi pada 
Kementerian Agama; 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kiner ja Instans i Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2006 
Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614) ; 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 T a h u n 2014 tentang 
Sistem Akuntabi l i tas Kinerja Ins tans i Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 
Nomor 80); 

3. Peraturan Presiden Nomor 152 T a h u n 2024 tentang 
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2024 Nomor 348) ; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama di L ingkungan 
Ins tans i Pemerintah; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 
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6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi B i rokras i Nomor 53 T a h u n 2014 
tentang Petunjuk Tekn is Perjanjian Kiner ja , Pelaporan 
Kiner ja , dan Ta ta C a r a Reviu atas Laporan Kinerja 
Ins tans i Pemerintah (Berita Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2014 Nomor 1842); 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 89 T a h u n 2021 tentang Penjenjangan 
Kiner ja Instans i Pemerintah (Berita Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2021 Nomor 1570); 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 22 T a h u n 2024 tentang Peni la ian Kinerja 
Organisasi (Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2024 Nomor 1078); 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 T a h u n 2019 tentang 
Organisasi dan Ta ta Kerja Ins tans i Vert ikal Kementerian 
Agama (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2019 
Nomor 1115) sebagaimana telah d iubah dengan 
Peraturan Menteri Agama Nomor 6 T a h u n 2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 
T a h u n 2019 tentang Organisasi dan T a t a Ker ja Instans i 
Ver t ika l Kementerian Agama (Berita Negara Republik 
Indonesia T a h u n 2022 Nomor 288) ; 

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 T a h u n 2024 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2024 Nomor 1070); 

1 1 . Keputusan Menteri Agama Nomor 775 T a h u n 2023 
tentang Pedoman Eva luas i Akuntabi l i tas Kiner ja Instans i 
Pemerintah; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : K E P U T U S A N M E N T E R I AGAMA TENTANG PEDOMAN 

P E R J A N J I A N K I N E R J A , PELAPORAN K I N E R J A , TATA CARA 
R E V I U ATAS LAPORAN K I N E R J A , DAN PENILAIAN K I N E R J A 
ORGANISASI PADA K E M E N T E R I A N AGAMA. 

K E S A T U : Menetapkan Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, 
Ta ta Ca ra Reviu atas Laporan Kinerja, dan Peni la ian Kinerja 
Organisas i pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Keputusan ini . 

K E D U A : Pedoman sebagaimana d imaksud dalam Dik tum K E S A T U 
merupakan panduan bagi se luruh satuan kerja/unit pelaksana 
teknis dalam menyusun perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, 
tata cara reviu atas laporan kinerja dan peni laian kiner ja 
organisasi . 

K E T I G A : Pe laksanaan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan 
Kinerja sebagaimana d imaksud dalam D ik tum K E D U A 
dikoordinasikan oleh Sekretaris Jendera l . 

K E E M P A T : Sa tuan kerja/unit pelaksana teknis termasuk Unit Kerja 
Eselon II Pusat dan Unit Kerja pada Perguruan Tinggi 
Keagamaan Negeri wajib menyusun penjenjangan kinerja mula i 
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dari kinerja pimpinan satuan kerja/unit pelaksana teknis 
sampai kinerja pelaksana yang berpedoman pada dokumen 
rencana strategis satuan kerja/unit pelaksana teknis dan 
dikoordinasikan oleh Sekretaris Jendera l . 

KEL IMA : Inspektorat Jendera l wajib me lakukan evaluasi atas 
implementasi Sistem Akuntabi l i tas Kinerja Instans i Pemerintah 
(SAKIP) tahun sebelumnya pada satuan kerja/unit pelaksana 
teknis secara menyeluruh pada bulan Maret sampai dengan 
J u n i tahun berjalan dan reviu Laporan Kinerja (LKj) 
Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

KEENAM Pada saat Keputusan ini mulai ber laku, Keputusan Menteri 
Agama Nomor 94 T a h u n 2021 tentang Pedoman Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Ta ta C a r a Reviu atas Laporan 
Kiner ja pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan 
tidak ber laku. 

K E T U J U H : Keputusan in i mula i ber laku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di J a k a r t a 
pada tanggal 4 Desember 2025 

M E N T E R I AGAMA R E P U B L I K INDONESIA, 
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LAMPIRAN 
K E P U T U S A N M E N T E R I AGAMA R E P U B L I K INDONESIA 
NOMOR 1807 TAHUN 2025 
TENTANG 
PEDOMAN P E R J A N J I A N K I N E R J A , PELAPORAN 
K I N E R J A , TATA CARA R E V I U ATAS LAPORAN K I N E R J A 
DAN PENILAIAN K I N E R J A ORGANISASI 
PADA K E M E N T E R I A N AGAMA 

PEDOMAN P E R J A N J I A N K I N E R J A , PELAPORAN K I N E R J A , TATA CARA R E V I U 
ATAS LAPORAN K I N E R J A , DAN PENILAIAN K I N E R J A ORGANISASI 

PADA K E M E N T E R I A N AGAMA 

B A B I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Be lakang 
Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda 

penting da lam reformasi birokrasi yang sedang d i ja lankan oleh pemerintah 
saat in i . S istem manajemen pemerintahan d iharapkan berfokus pada 
peningkatan akuntabi l i tas serta sekaligus peningkatan kinerja yang 
berorientasi pada has i l (outcome). Oleh karena i tu pemerintah telah 
menetapkan kebi jakan u n t u k penerapan sistem pertanggungjawaban yang 
disebut dengan Sistem Akuntabi l i tas Kiner ja Ins tans i Pemerintah. 

Akuntabi l i tas d iar t ikan sebagai perwujudan dari kewajiban instans i 
pemerintah u n t u k mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya 
dan pe laksanaan kebi jakan dalam rangka pencapaian tu juan yang telah 
ditetapkan berupa laporan akuntabi l i tas yang d i susun secara periodik. 

Dengan adanya perubahan s t ruktur organisasi baik di tingkat pusat 
maupun daerah pada Kementerian Agama, penyusunan laporan 
akuntabi l i tas belum sepenuhnya d i l akukan sesuai dengan regulasi yang 
ada. Untuk i tu d iper lukan pedoman sebagai panduan penyusunan 
Perjanjian Kiner ja , Pelaporan Kinerja, Ta ta C a r a Reviu atas Laporan Kinerja 
dan Peni laian Kiner ja Organisasi . 

B . Maksud dan T u j u a n 
1. Maksud 

Pedoman ini d imaksudkan sebagai panduan dalam penyusunan 
Perjanjian Kiner ja , Pelaporan Kinerja, Ta ta C a r a Reviu atas Laporan 
Kiner ja , dan Peni laian Kinerja Organisasi . 

2. T u j u a n 
Pedoman ini bertujuan: 
a. t e r susunnya perjanjian kinerja se luruh pimpinan satuan 

kerja/Unit Pe laksana Tekn is (UPT) Kementerian Agama sesuai 
ketentuan; 

b. t e r susunnya dan ter iaporkannya laporan kiner ja sa tuan kerja/ 
UPT sesuai ketentuan; 

c. t e r laksananya evaluasi Sistem Akuntabi l i tas Kiner ja Instans i 
Pemerintah (SAKIP) pada sa tuan ker ja/UPT secara berkala; 

d. t e r laksananya reviu laporan kiner ja sesuai ketentuan; 
e. t e r laksananya penilaian kinerja organisasi sesua i ketentuan; dan 
f. ter implementasikannya SAKIP pada satuan ker ja/UPT secara 

menye luruh sesuai ketentuan. 
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C. Sasa ran 
Sasaran Pedoman ini ya i tu : 
1. tercapainya Kementer ian Agama yang akuntabe l sehingga dapat 

beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspiras i 
masyarakat dan l ingkungan; 

2. terwujudnya t ransparans i Kementerian Agama; 
3. terwujudnya part is ipasi masyarakat da lam pelaksanaan 

pembangunan nasional ; dan 
4. terpel iharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

D. Ruang L ingkup 
Ruang l ingkup Pedoman ini meliputi: 
1. S istem Akuntabi l i tas Kinerja Instans i Pemerintah (SAKIP) ; 
2. perjanjian kiner ja; 
3. pelaporan kinerja; 
4. tata ca ra reviu atas laporan kinerja; dan 
5. penilaian kiner ja organisasi; 

E . Pengertian U m u m 
Dalam Keputusan in i yang d imaksud dengan: 
1. Keluaran (output) adalah barang atau j a sa yang dihasi lkan oleh kegiatan 

yang di laksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
program dan kebijakan. 

2. Hasil (outcome] adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsiya 
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

3. Kinerja adalah keluaran/hasi l dari kegiatan/program yang telah atau 
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas terukur. 

4. Kinerja Organisasi adalah gambaran tingkat pencapaian efektivitas 
organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
dalam k u m n waktu tertentu. 

5. Penilaian Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat PKO adalah 
ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian 
pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan 
dan sasaran organisasi. 

6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya 
disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, 
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, 
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 
peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

7. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para 
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara 
terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui 
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

8. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh 
Kementerian Agama yang mencerminkan pengamh yang ditimbulkan oleh 
adanya hasi l satu atau beberapa program. 

9. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program 
dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran. 
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10. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan 
yang di laksanakan untuk pencapaian sasaran dan tujuan program dan 
kebijakan. 

11. Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang selanjutnya disingkat IKSS 
adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasiian pencapaian Sasaran 
Strategis kementerian/lembaga. 

12. Indikator Kinerja Sasaran Program yang selanjutnya disingkat IKSP 
adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasiian pencapaian Hasil 
(outcome) dari suatu program. 

13. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang selanjutnya disingkat IKSK 
adalah alat u k u r yang mengindikasikan keberhasiian pencapaian 
Keluaran (output) dari suatu kegiatan. 

14. Target adalah hasi l dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari 
setiap indikator kinerja. 

15. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan 
lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja 
yang ditetapkan dalaim rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). 

16. Reviu Kinerja adalah merupakan langkah dalam rangka untuk 
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan 
kepada pimpinan. 

17. Pelaporan Kinerja Secara Elektronik adalah alat bantu berupa aplikasi 
yang digunakan untuk memberikan kemudahan serta percepatan dalam 
pengumpulan data capaian kinerja untuk proses penyusunan laporan 
akuntabilitas kinerja organisasi serta evaluasi capaian kinerja dan 
anggaran satuan kerja/unit pelaksana teknis secara elektronik. 

18. T im Kei ja Fungsi Perencanaan yang selanjutnya disebut T im Kerja 
Perencanaan adalah kelompok kerja yang dibentuk untuk membantu 
melaksanakan tugas perencanaan kinerja, program, dan anggaran di 
suatu unit kerja. T im kerja ini bersifat lintas bidang/unsur dan bertugas 
mendukung tersusunnya dokumen perencanaan yang komprehensif, 
terintegrasi, partisipatif, dan sesuai regulasi. 

19. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit instansi pusat 
dan daerah selaku kuasa pengguna anggaran yang melakukan kegiatan 
pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kinerja. 

20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi 
yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional 
dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. 

2 1 . Unit Kerja Eselon II Pusat adalah unit kerja yang melakukan pencatatan, 
pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja tingkat eselon 1. 

22. Unit Kerja pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri adalah unit kerja 
setingkat eselon II pada universitas dan institut yaitu biro, fakultas, 
lembaga, dan pascasarjana. 

23. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari 
prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan 
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan 
keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. 
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B A B II 
S I S T E M AKUNTAB IL ITAS K I N E R J A INSTANSI P E M E R I N T A H 

(SAKIP) 

Da lam rangka pe laksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans i Pemerintah, maka ditetapkan 
Peraturan Presiden Nomor 29 T a h u n 2014 tentang Sistem Akuntabi l i tas Kinerja 
Instans i Pemerintah. SAK IP merupakan integrasi dari s istem perencanaan, 
sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan 
pelaksanaan sistem akuntabi l i tas keuangan. Da lam ha l in i , setiap organisasi 
diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta 
kesesuaiannya dengan ketentuan yang ber laku. 

Untuk sua tu Satker, SAK IP akan berguna u n t u k b isa mengukur setiap 
pembangunan a tau kiner ja yang d i l akukan masing-masing Satker. Selain i tu, 
sistem ini b isa juga di jadikan sebagai tolok u k u r u n t u k 
mempertanggungjawabkan anggaran yang telah d igunakan u n t u k 
pembangunan Satker . 

A. Penyelenggaraan S A K I P 
Penyelenggaraan SAK IP pada Kementerian Agama d i l aksanakan oleh 
entitas akuntabi l i tas Kiner ja secara berjenjang dengan t ingkatan sebagai 
berikut: 
1. entitas akuntabi l i tas kinerja uni t kerja; 
2. entitas akuntabi l i tas kinerja sa tuan kerja; dan 
3. entitas akuntabi l i tas kinerja kementerian. 
Penyelenggaraan SAK IP d i l aksanakan u n t u k menghasi lkan sebuah 
Laporan Kiner ja yang berkual i tas, dan d i l aksanakan u n t u k penyusunan 
Laporan Kiner ja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
Penyelenggara SAK IP d i l aksanakan secara selaras dan sesuai dengan 
penyelenggaraan S is tem Akuntans i Pemerintah dan tata ca ra pengendalian 
serta evaluasi pe laksanaan rencana pembangunan. 

Penyelenggaraan S A K I P meliputi: 
1. rencana strategis; 
2. perjanjian Kiner ja ; 
3. pengukuran Kinerja; 
4. pengelolaan data Kiner ja ; 
5. pelaporan Kinerja; dan 
6. rev iu dan evaluasi Kiner ja. 

B . Rencana Strategis 
Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan ins tans i pemerintah 
dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis in i menjadi dokumen 
perencanaan un tuk a rah pe laksanaan program dan kegiatan dan menjadi 
landasan dalam penyelenggaraan SAKIP serta pedoman dalam menyusun 
penjenjangan kiner ja (pohon kinerja/cascading kinerja). 

C. Perjanjian Kiner ja 
Perjanjian kiner ja merupakan lembar/dokumen yang ber is ikan 

penugasan dar i p impinan sa tuan/uni t kerja yang lebih tinggi kepada 
pimpinan sa tuan/uni t ker ja yang lebih rendah u n t u k me laksanakan 
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kiner ja 
selain memuat perjanjian penugasan/pemberian amanah , juga terdapat 
sasaran , indikator kiner ja, target, dan rencana anggaran program dan 
kegiatan u n t u k d i l aksanakan dalam 1 (satu) t ahun anggaran. 
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D. Pengukuran Kiner ja 
Pengukuran kiner ja merupakan langkah un tuk membandingkan 

real isasi k iner ja dengan sasaran (target) Kinerja yang d i cantumkan dalam 
lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pe laksanaan Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Be lan ja Daerah 
(APBD) t ahun berjalan. Pengukuran Kinerja d i l akukan oleh penerima tugas 
atau penerima amanah pada se luruh instansi pemerintah. 

E . Pengelolaan Data Kiner ja 
Pengelolaan data Kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi , 

penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data 
kinerja sebagai data dukung (evidence) atas laporan Kiner ja. Pengelolaan 
data Kiner ja d i susun berdasarkan rencana strategis dan kebutuhan 
penyusunan laporan Kinerja. 

F . Pelaporan Kiner ja 
Pelaporan kiner ja ada lah proses menyusun dan menyaj ikan laporan 

kinerja atas prestasi ker ja yang dicapai berdasarkan perjanjian kinerja dan 
Penggunaan Anggaran yang telah dia lokasikan. Laporan kiner ja tersebut 
terdiri dar i Laporan Kiner ja Interim dan Laporan Kiner ja T a h u n a n . Laporan 
Kinerja T a h u n a n paling tidak memuat rencana strategis, pencapaian 
sasaran kiner ja ins tans i pemerintah, real isasi pencapaian sasaran kinerja 
dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. 

G . Reviu dan Eva luas i Kiner ja 
Rev iu merupakan langkah dalam rangka u n t u k meyak inkan keandalan 

informasi yang disaj ikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu 
tersebut d i l aksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 
dan has i l reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani 
oleh APIP. Sedangkan evalusi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka 
implementasi SAK IP di instans i pemerintah. 
1. Eva luas i Implementasi SAK IP 

Un tuk mengetahui sejauh mana instans i pemerintah me lakukan 
implementasi SAK IP u n t u k mendorong adanya peningkatan kinerja 
ins tans i pemerintah, maka perlu d i l akukan evaluasi implementasi 
SAKIP . Eva luas i in i d iharapkan dapat mendorong ins tans i pemerintah 
baik di pusat dan daerah un tuk secara konsisten meningkatkan 
implementasi SAK IP dan mewujudkan capaian kiner ja (hasil) instans i 
sesuai dengan yang d iamanahkan dalam Rencana Pembangunan 
J a n g k a Menengah Nasional (RPJMN). 

E v a l u a s i a tas implementasi SAK IP dapat d i tentukan setiap tahun 
sesuai dengan kebi jakan evaluasi yang ditetapkan. Secara u m u m , 
tu juan evaluasi atas implementasi SAK IP adalah un tuk : 
a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP . 
b. meni lai t ingkat implementasi SAKIP ; 
c. memberikan saran perbaikan u n t u k peningkatan implementasi 

SAKIP ; dan 
d. memonitor t indak lanjut rekomendasi has i l eva luasi periode 

sebelumnya. 
Da lam me lakukan evaluasi SAKIP , T i m Eva luator dari Inspektorat 

Jendera l terlebih dahu lu dapat memonitor Laporan Kinerja 
Satker/UPT secara elektronik. Pe laksanaan evaluasi SAK IP d i l akukan 
dengan tahapan sebagai berikut: 
a. Pengumpulan dan Anal is is Data 

Pengumpulan data dapat d i l akukan secara manua l dan/atau 
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secara elektronik. Anal is is data d i l akukan u n t u k mendapatkan 
informasi yang memadai dan relevan antara dokumen 
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan capaian kinerja 
serta Laporan Kinerja. 

b. Penyusunan , Pembahasan, dan Reviu Konsep Laporan Has i l 
E va luas i 

Eva luator menyusun konsep Laporan Has i l E va luas i (LHE) 
berdasarkan has i l pengumpulan dan anal is is data, un tuk 
memberikan saran perbaikan kepada pimpinan Satker/UPT atas 
implementasi SAKIP . Konsep L H E dapat d ikomunikas ikan 
dengan Satker/UPT yang dievaluasi agar kondisi dan saran yang 
dimuat da lam L H E sesuai dengan kondisi Satker/UPT. L H E wajib 
direviu secara berjenjang oleh T im Evaluator . 

c. F ina l i sas i Laporan Hasi l Eva luas i 
L H E yang telah d ikomunikas ikan dengan Satker/UPT dan 

dievaluasi serta telah direviu secara berjenjang, ditandatangani 
oleh Inspektur a.n. Inspektur Jendera l . 

d. Pengomunikasian Laporan 
L H E yang telah ditandatangani oleh Inspektur d isampaikan 

kepada pimpinan Satker/UPT yang dievaluasi da lam waktu paling 
lama 14 (empat belas) har i setelah pe laksanaan evaluasi . 

2. T indak Lanjut Has i l Eva luas i 
P impinan Satker/UPT wajib menindaklanjut i sa ran yang tertuang 

dalam L H E dan menyampaikan kepada Inspektur Jendera l paling 
lama 30 (tiga puluh) har i sejak diterima L H E . T indak lanjut has i l 
eva luasi d i l akukan dengan tahapan sebagai berikut: 
a . anal is is laporan has i l evaluasi ; 
b. penyusunan rencana tindak; 
c. pe laksanaan rencana tindak; 
d. monitoring rencana tindak; dan 
e. t indak lanjut has i l monitoring 

3. Eva luas i Capa ian Kiner ja 
Eva luas i capaian kinerja Satker/UPT pada Kementerian Agama 

d i l akukan secara berkala (triwulan) oleh pimpinan Satker/UPT dan 
Uni t/Satker terkait, atas Satker vert ikal dan UPT masing-masing 
sebagai berikut: 
a. Menteri Agama me lakukan evaluasi capaian k iner ja un i t Eselon I 

Pusat secara berkala setiap t r iwulan; 
b. P impinan Unit Eselon I : 

1) me lakukan evaluasi capaian Kiner ja terhadap un i t eselon I I 
secara berka la setiap t r iwulan; dan 

2) me lakukan evaluasi capaian kinerja terhadap Instans i 
Ver t ika l/UPT di bawah b inaannya secara berkala melalui 
forum penelaahan/ penyampaian dokumen paling sedikit 
setiap enam bulan sekal i . 

c. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) 
me lakukan evaluasi capaian Kinerja terhadap un i t kerja di 
l ingkungannya secara berkala setiap t r iwulan; 

d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi: 
1) me lakukan evaluasi capaian Kiner ja terhadap un i t eselon I I I 

secara berkala setiap t r iwulan; dan 
2) me lakukan evaluasi capaian Kinerja terhadap Kantor 

Kementerian Agama kabupaten/kota secara berkala melalui 
forum penelaahan/penyampaian dokumen paling sedikit 
setiap enam bulan. 
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e. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota: 
1) me lakukan evaluasi capaian Kinerja terhadap un i t eselon IV 

dan Kantor U rusan Agama (KUA) secara berkala setiap 
t r iwulan; dan 

2) me lakukan evaluasi capaian Kinerja terhadap Madrasah 
Negeri/satuan pendidikan keagamaan negeri secara berkala 
melalui forum penelaahan/penyampaian dokumen paling 
sedikit setiap enam bulan. 

f. Kepala Madrasah Negeri/satuan pendidikan keagamaan negeri 
me lakukan evaluasi capaian Kinerja terhadap unit kerja di 
l ingkungannya secara berkala setiap t r iwulan. 

4. Eva luas i Laporan Kiner ja (LKj) 
Pe laksanaan Eva luas i Laporan Kiner ja Satker/UPT pada 

Kementerian Agama d i l aksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. evaluasi Laporan Kiner ja Satker/UPT pada Kementerian Agama 

d i l akukan oleh Biro Organisasi dan Ta ta Laksana ; 
b. evaluasi Laporan Kinerja T a h u n a n pada Satker/UPT d i l akukan 

sekal i da lam 1 (satu) tahun atas Laporan Kinerja tahun 
sebelumnya; dan 

c. evaluasi a tas Laporan Kinerja ha rus memperhat ikan beberapa 
aspek: 
1) Aspek Pemenuhan 

Aspek pemenuhan pelaporan kiner ja meliputi: 
a) bukt i fisik/softcopy Laporan Kiner ja. Pada ha laman 

Ka ta Pengantar memuat tanda tangan pimpinan satker 
beserta keterangan tanggal, bulan, tahun serta tempat 
LKj ditetapkan. 

b) ketepatan s istematika laporan. LKj d i susun secara 
berkual i tas sesuai dengan standar peraturan, antara 
la in : S is temat ika Penyusunan LK j , menampi lkan 
informasi data Satker/UPT ya i tu : data tugas dan fungsi, 
sumber daya manus ia , bagan s t ruk tur organisasi, 
perencanaan anggaran dan target kinerja per indikator 
dan menyampaikan informasi sa l inan Perkin pada 
ha laman lampiran, 

c) ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja. LKj 
d isampaikan kepada Pimpinan di a tasnya secara 
elektronik dengan tepat wak tu beserta surat pengantar 
yang sudah ditandatangani. 

d) publ ikas i laporan kinerja. LKj yang sudah 
ditandatangani P impinan h a r u s d ipubl ikas ikan melalui 
website resmi. 

e) menyaj ikan informasi tentang pencapaian indikator 
kinerja. LKj memuat ni la i rerata capaian kinerja per 
indikator kinerja. 

2) Aspek Kua l i tas 
Aspek kua l i tas pelaporan kinerja meliputi: 
a) penyajian tentang pencapaian sasaran . Pada Bab I I I LKj 

memuat capaian kiner ja organisasi, capaian kinerja 
anggaran, dan capaian kiner ja la innya; 

b) penyajian informasi atas kiner ja yang telah 
diperjanjikan. Pada Bab I I I LKj memuat tabel target dan 
real isasi capaian Perkin per I K S P (untuk Ese lon I Pusat) , 
I K S K (Satker lainnya); 
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c) penyajian tentang evaluasi dan anal is is mengenai 
capaian Kinerja. Pada Bab I I I LKj memuat ana l i sa dan 
evaluasi target dan real isasi capaian perkin per I K S P 
(untuk Eselon I Pusat) , I K S K (Satker Lainnya) ; 

d) penyajian tentang pembandingan data Kinerja. Pada 
Bab I I I LKj memuat perbandingan target dan real isasi 
Kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya di 
setiap indikator Kinerja; 

e) penyajian informasi tentang anal is is efisiensi 
penggunaan sumber daya. Pada LKj menyaj ikan 
ana l i sa/ura ian efisiensi penggunaan sumber daya 
(seperti SDM, in f ras t ruktur/BMN, s istem/SOP, dan 
Iain-lain) terhadap real isasi anggaran; 

f) penyajian tentang informasi keuangan. Pada Bab I I I LKj 
memuat ura ian (pagu, real isasi , %) berdasarkan jen is 
belanja/fungsi/program/kegiatan Satker; dan 

g) t ingkat keandalan laporan kinerja. LKj memuat 
rekomendasi, permasalahan/tantangan dan rencana 
langkah tindak lanjut yang a k a n d i l akukan kedepan. 

3) Aspek Penerapan 
Aspek penerapan pelaporan Kinerja meliputi: 
a) informasi Kinerja telah d igunakan dalam pelaksanaan 

evaluasi akuntabi l i tas Kinerja. Pada Bab I I I LKj memuat 
has i l Laporan Kiner ja/t indak lanjut 
(rekomendasi/saran) tahun sebelumnya yang telah 
d i l aksanakan ; 

b) informasi yang disaj ikan telah d igunakan dalam 
perbaikan perencanaan I K U telah dimanfaatkan un tuk 
penilaian kinerja. LKj memuat ni la i Kiner ja anggaran 
tahun sebelumnya yang bersumber dari apl ikas i 
monitoring dan evaluasi pe laksanaan anggaran (dapat 
menggunakan apl ikas i SMART D J A a tau apl ikas i 
sejenis); 

c) informasi yang disaj ikan telah d igunakan u n t u k menilai 
dan memperbaiki pe laksanaan program dan kegiatan 
Satker/UPT. LKj memuat rekomendasi perbaikan pada 
pe laksanaan program dan kegiatan Satker/UPT dan 
memuat ana l i sa / u ra i an / keterangan pada se luruh 
Sasa ran Kinerja dalam bentuk Capa ian Kinerja Sangat 
Ba ik , C u k u p , dan Kurang ; dan 

d) informasi yang disaj ikan telah d igunakan u n t u k 
peningkatan kinerja. LKj memuat u ra i an perbandingan 
ni la i capaian kinerja dengan tahun sebelumnya. 

H. Pemberian Penghargaan dan Sanks i 
Sebagai upaya meningkatkan kiner ja dalam pe laksanaan tugas 

satker/UPT pada Kementerian Agama, d iper lukan sua tu penilaian atas 
capaian Kiner ja yang objektif, terukur, dan t ransparan. Peni laian capaian 
Kiner ja Satker/UPT d ia rahkan sebagai pengendali capaian Kinerja u n t u k 
mencapai has i l yang optimal. Sebagai motivasi u n t u k memperoleh capaian 
Kinerja, m a k a perlu diberikan penghargaan (reward) kepada Satker/UPT 
atas capaian kiner janya, a taupun sanks i (punishment) pada Satker/UPT 
yang tidak me laksanakan kewaj ibannya sesuai ketentuan yang ber laku. 
1. Penghargaan 
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Penghargaan a k a n diberikan kepada Satker/UPT berupa surat 
penghargaan dar i Menteri Agama apabila memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
a . Capa ian Kinerja. 

Satker yang mencapai target Kiner ja yang telah diperjanjikan 
min ima l 100% (seratus persen) dan maks ima l 120% (seratus dua 
pu luh persen) . 

b. Penyampaian Pelaporan. 
1) Ketepatan wak tu penyampaian laporan t r iwulanan dan 

tahunan . 
2) Sura t pengantar laporan yang ditandatangani pimpinan 

Satker/UPT, dan softcopy laporan d isampaikan kepada 
Menteri Agama dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi B i rokras i dengan mengunggahnya 
secara elektronik. 

c. Ketepatan format dan substans i Laporan sesuai dengan 
ketentuan. 

2. S a n k s i 
Sa tker/UPT pada Kementerian Agama a k a n mendapatkan sanks i 

apabi la t idak me laksanakan kewaj ibannya berupa penyampaian 
Laporan Kiner ja t r iwulanan maupun tahunan sesuai ketentuan. 

B A B I I I 
P E R J A N J I A N K I N E R J A 

Perjanjian Kiner ja memegang peranan penting dalam mewujudkan komitmen 
penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas 
Kiner ja t e rukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta 
sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati t idak dibatasi pada Kiner ja 
yang d ihas i lkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi t e rmasuk Kiner ja 
(outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun- tahun sebelumnya. 
Dengan demikian, target kiner ja yang diperjanjikan juga mencakup outcome 
yang d ihas i lkan dari kegiatan tahun- tahun sebelumnya, sehingga dapat 
terwujud kes inambungan kiner ja setiap tahunnya . 

A. Tu juan Penyusunan Perjanjian Kinerja 
1. Mewujudkan komitmen antara penerima dan pemberi amanah u n t u k 

meningkatkan integritas, akuntabi l i tas , t ransparas i , dan Kinerja 
aparatur. 

2. Menciptakan tolok u k u r Kinerja sebagai dasar evaluasi Kiner ja 
aparatur. 

3. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tu juan dan sasaran 
organisasi serta menjadi dasar pemberian penghargaan dan sanks i . 

4. Menjadi dasar bagi pemberi amanah u n t u k me lakukan monitoring, 
evaluasi , dan supervis i atas perkembangan/kemajuan Kiner ja 
penerima amanah ; dan 

5. Penetapan sasa ran kinerja pegawai. 

B . Penyusunan Perjanjian Kiner ja 
Penyusunan perjanjian Kinerja dikoordinasikan oleh unit/bagian/tim 

yang menangani u r u s a n perencanaan pada Satker/UPT, disepakati oleh 
pemberi dan penerima mandat setelah direviu oleh p impinan Satker/UPT 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
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No Instansi/ 
batuan Kerja/UPT Waktu Penanda 

Tangan 
Disetujui 

oleh 
1 Kementerian Agama 10 hari kalender 

setelah DIPA 
J ' i _ 1 disahkan 

Menteri Agama 

2 Unit Eselon I Pusat 10 hari kalender 
setelah DIPA 
disahkan 

Pimpinan unit 
eselon I Pusat 

Menteri 
Agama 

3 Unit Eselon II Pusat 10 hari kalender 
setelah DIPA 
J : i _ I 
disahkan 

Pimpinan unit 
eselon II Pusat 

Pimpinan 
unit eselon I 
Pusat 

4 PTKN 20 hari kalender 
setelah DIPA 
disahkan 

Rektor/Ketua Dirjen 
Terkait 

5 Kanwil Kemenag 
Provinsi 

20 hari kalender 
setelah DIPA 
disahkan 

Kepala Kanwil 
Kemenag Prov. 

Sekjen 

D Unit Kerja pada 
PTKN 

25 hari kalender 
setelah DIPA 
disahkan 

Pimpinan Unit 
Kerja pada 
PTKN 

Rektor 

•7 1 Kankemenag 
Kab./Kota 

z5 nairi kalender 
setelah DIPA 
disahkan 

Kepala 
Kankemenag 
Kab./Kota 

Kepala 
Kanwil 
Kemenag 
Prov. 

8 UPQ 20 hari kalender 
setelah DIPA 
disahkan 

Kepala UPQ Dirjen 
Bimas Islam 

9 Sekretariat Baznas 20 hari kalender 
setelah DIPA 
disahkan 

Sekretaris 
Basnaz 

Dirjen 
Bimas Islam 

10 Lajnah Pentashihan 
al-Qur'an 

20 hari kalender 
setelah DIPA 
disahkan 

Kepala Lajnah 
Pentashihan 
al-Qur'an 

Kepala 
BMBPSDM 

11 Balai dan Loka 20 hari kalender 
setelah DIPA 
ulsanKan 

Kepala 
Balai/Loka 

Kepala 
BMBPSDM 

12 MAN/MTsN/Satuan 
Pendidikan 
Keagamaan Negeri 

30 hari kalender 
setelah DIPA 
disahkan 

Kepala 
MAN/MTsN/ 
Satuan 
Pendidikan 
Keagamaan 
Negeri 

Kepala 
Kankemenag 
Kab./Kota 

Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh P impinan diunggah pada 
website Sa tuan Kerja dan apl ikas i monitoring Kiner ja organisasi . 

C. Format Perjanjian Kiner ja 
Format Perjanjian Kiner ja terdiri atas 2 (dua) bagian, ya i tu sebagai berikut: 
1. Pernyataan perjanjian Kinerja berisi tentang penyataan untuk 

mewujudkan kinerja pada tahun tertentu dan ditandatangani oleh 
pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat, sebagaimana 
tercantum dalam FORMAT SAKIP .O l dan FORMAT SAKIP.02 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dar i Keputusan in i ; dan 

2. lampiran perjanjian Kinerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dalam dokumen perjanjian Kinerja. Informasi yang disaj ikan dalam 
lampiran perjanjian kiner ja d isesua ikan dengan tingkatnya, 
sebagaimana tercantum dalam FORMAT SAKIP .03 s.d FORMAT 
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SAKIP .05 yang merupakan bagian tidak terp isahkan dari Keputusan 
ini . 

D. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kiner ja 
1. Dapat direvisi da lam ha l : 

a. pergantian atau mutas i pejabat; 
b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian 

tu juan dan sasaran ; dan 
c. perubahan prioritas a tau asums i yang berakibat secara signifikan 

dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran . 
2. Has i l revisi dan perubahan Perjanjian Kinerja wajib di reviu dan 

disetujui oleh atasan langsung. 
3. Has i l revisi dan perubahan perjanjian Kinerja ditetapkan paling lambat 

30 (tiga puluh) har i kalender sejak terjadinya perubahan. 

E . Sasa ran dan Indikator 
1. Penggunaan Sasa ran dan Indikator 

Sasa ran merupakan has i l yang d iharapkan dar i sua tu tujuan 
yang di formulasikan secara terukur , spesifik, mudah dicapai, dan 
rasional , u n t u k dapat d i laksanakan dalam j angka w a k t u 5 (lima) 
tahun ke depan. Sasa ran merupakan penjabaran dar i tu juan, dengan 
demikian, sebuah tujuan dapat ter jabarkan ke da lam lebih dar i satu 
sasaran . 

Indikator kiner ja merupakan u k u r a n keberhasi ian yang 
menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya has i l program dan 
has i l kegiatan. Indikator Kinerja instans i pemerintah h a r u s selaras 
antar t ingkatan un i t organisasi. Indikator Kiner ja yang digunakan 
h a r u s memenuhi kr i ter ia spesifik, dapat d iukur , dapat dicapai, 
relevan, dan sesuai dengan k u r u n wak tu tertentu. 
Indikator Kiner ja dapat d iart ikan sebagai: 
a. sesuatu yang di jadikan alat u k u r kiner ja a tau has i l yang dicapai; 
b. u k u r a n kuant i tat i f dan kual i tat i f yang menggambarkan tingkat 

pencapaian sua tu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan; 
c. penjelasan, baik secara kuantitat i f maupun secara kualitatif , 

mengenai apa yang d iukur un tuk menentukan apakah tujuan 
sudah tercapai; 

d. sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya Kinerja yang 
di inginkan; 

e. u k u r a n Kiner ja yang d igunakan u n t u k mengetahui 
perkembangan upaya dalam mencapai has i l dan has i l kerja yang 
dicapai; dan 

f. u k u r a n kuant i tat i f dan/atau kual i tat i f yang menggambarkan 
tingkat pencapaian sua tu sasaran a tau tu juan yang ditetapkan 
organisasi. 

2. R u m u s a n dan Penyusunan Indikator Kiner ja 
U k u r a n keberhasi ian Kinerja diperoleh melalui Indikator Kinerja 

yang menggambarkan Kinerja Kementerian Agama dan/atau Kinerja 
Sa tker/UPT sesuai t ingkatan dan karakter is t iknya , sebagai berikut: 
a . Indikator Kinerja dipil ih dari seperangkat Indikator Kinerja yang 

berhasi l diidentif ikasi dengan memperhat ikan tugas dan fungsi 
Sa tker/UPT dan kr i ter ia Indikator Kiner ja yang baik; 

b. Indikator Kiner ja pada Kementerian Agama d i susun oleh Biro 
Perencanaan dan Penganggaran Sekretar iat Jendera l dan 
ditetapkan oleh Menteri Agama; 

c. Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal/Inspektorat 
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Jenderal/Direktorat Jendera l/Badan d i susun oleh Biro/Tim 
Kerja Perencanaan dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan 
dan Penganggaran Sekretariat Jendera l ; 

d. Indikator Kinerja Unit Eselon II Pusat d i susun oleh T im Kerja 
Perencanaan dan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan 
Penganggaran Sekretariat Jendera l ; 

e. Indikator Kiner ja PTKN d i susun oleh T im Kerja Perencanaan 
dan/atau un i t yang d i tunjuk oleh pimpinan PTKN dan 
berkoordinasi dengan T im Kerja Perencanaan pada masing-
masing uni t eselon I terkait serta Biro Perencanaan dan 
Penganggaran Sekretariat Jendera l ; 

f. Indikator Kiner ja Unit Kerja pada PTKN d i susun oleh T im Kerja 
Perencanaan dan/atau uni t yang d i tunjuk oleh pimpinan PTKN 
dan berkoordinasi dengan T i m Kerja Perencanaan pada masing-
masing uni t eselon I terkait serta Biro Perencanaan dan 
Penganggaran Sekretariat Jendera l ; 

g. Indikator Kinerja La jnah d i susun oleh T im Kerja Perencanaan 
dan/atau un i t yang d i tunjuk oleh pimpinan La jnah dan 
berkoordinasi dengan T i m Kerja Perencanaan pada uni t eselon I 
terkait serta Biro Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat 
Jendera l ; 

h. Indikator Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi 
d i susun oleh T im Kerja Perencanaan, dan berkoordinasi dengan 
Biro Perencanaan dan Penganggaran Sekretar iat Jendera l ; 

i . Indikator Kiner ja Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota 
d i susun oleh Sub Bagian Ta ta U s a h a dan berkoordinasi dengan 
T im Ker ja Perencanaan, pada Kantor Wilayah Kementerian Agama 
provinsi terkait; 

j . Indikator Kiner ja Ba la i/Loka/UPQ/Sekretar ia t BAZNAS d i susun 
oleh Sub Bagian Ta ta Usaha/Sub Bagian Adminis tras i Keuangan 
dan berkoordinasi dengan T im Kerja Perencanaan pada Unit 
Ese lon I terkait; dan 

k. Indikator Kiner ja MAN/MTsN/Satuan Pendidikan Keagamaan 
Negeri d i susun oleh U rusan Ta ta U s a h a dan berkoordinasi 
dengan T i m Kerja Perencanaan pada Kantor Kementerian Agama 
provinsi dan / a tau Sub Bagian Ta ta U s a h a pada Kantor 
Kementerian Agama kabupaten/kota. 

3. Penetapan Indikator Kinerja 

a. Indikator Kiner ja Kementerian Agama ditetapkan oleh Menteri 
Agama; 

b. Indikator Kiner ja Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jendera l/ 
Direktorat Jendera l/Badan ditetapkan oleh p impinan uni t eselon 
I terkait dengan mengacu pada Indikator Kiner ja Kementerian 
Agama; 

c. Indikator Kiner ja Unit Eselon II Pusat ditetapkan oleh pimpinan 
un i t eselon II terkait dengan mengacu pada Indikator Kinerja 
Sekretar iat Jenderal/Inspektorat Jendera l/ Direktorat 
Jendera l/Badan ; 

d. Indikator Kiner ja PTKN ditetapkan oleh Rektor/Ketua PTKN 
terkait dengan mengacu pada Indikator Kiner ja Unit Eselon I 
terkait ; 

e. Indikator Kiner ja Unit Kerja pada PTKN ditetapkan oleh Pimpinan 
Unit Kerja terkait dengan mengacu pada Indikator Kiner ja 
Rektor/Ketua PTKN terkait; 

f. Indikator Kiner ja La jnah ditetapkan oleh Kepala La jnah dengan 
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mengacu pada Indikator Kinerja Unit Ese lon I terkait; 
g. Indikator Kiner ja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah dengan mengacu pada 
Indikator Kinerja uni t eselon I terkait; 

h. Indikator Kiner ja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 
ditetapkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/Kota 
mengacu Indikator Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi terkait; 

i . Indikator Kiner ja Ba la i/Loka ditetapkan oleh Kepala Ba la i/Loka 
/ UPQ / Sekretar iat Baznas dengan mengacu pada Indikator 
Kiner ja un i t eselon I terkait; dan 

j . Indikator Kinerja MAN/MTsN/ Satuan Pendidikan Keagamaan 
Negeri ditetapkan oleh Kepala Madrasah/ Sa tuan Pendidikan 
Keagamaan Negeri dengan mengacu indikator kiner ja pada Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

Fungs i dan Kegunaan Indikator Kinerja 
Secara u m u m Indikator Kinerja memil iki beberapa fungsi, sebagai 

berikut: 
a. memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan 

pe laksanaan kegiatan/program dan kebi jakan Satker/UPT; 
b. menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak 

terkait u n t u k menghindari kesa lahan interpretasi selama 
pe laksanaan kebijakan/program/kegiatan dan dalam menilai 
k iner janya termasuk kinerja Satker/UPT yang me laksanakannya ; 
dan 

c. membangun dasar bagi pengukuran, anal is is , dan evaluasi 
kiner ja Satker/UPT. 

Sedangkan kegunaan indikator kinerja, an tara la in: 
a. Indikator Kiner ja merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan 

d iukur serta d igunakan sebagai dasar un tuk menilai a tau melihat 
tingkat kiner ja baik da lam tahap perencanaan, tahap 
pe laksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai. 

b. Indikator Kinerja d igunakan u n t u k meyak inkan bahwa kinerja 
Ins tans i/sa tker/UPT secara berkala menun jukkan kemajuan 
dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 
dalam perencanaan strategis. 

c. Indikator Kiner ja sebagai alat u n t u k menilai k iner ja (keberhasiian 
a tau ketidakberhasi lan) Sasa ran Strategis, Sasa ran Program dan 
Sasa ran Kegiatan pada Instans i/satker/UPT. 

Syarat dan Kr i ter ia Indikator Kinerja 
Sebelum menetapkan seperangkat indikator kiner ja, terlebih 

dahu lu perlu diketahui syarat-syarat yang ha rus dipenuhi sua tu 
indikator kinerja. Syarat-syarat yang ber laku u n t u k semua indikator 
kiner ja tersebut adalah sebagai berikut: 
a . Relevan; indikator kiner ja ha rus berhubungan dengan apa yang 

d iukur dan secara objektif dapat d igunakan u n t u k pengambilan 
keputusan a tau kes impulan tentang pencapaian apa yang d iukur . 

b. Renting/menjadi prioritas dan ha rus berguna u n t u k 
menun jukkan keberhasi ian, kemajuan, a t au pencapaian 
(accomplishment); 

c. Efekt i f dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator 
k iner ja yang bersangkutan dapat d ikumpu lkan , diolah, dan 
dianal is is dengan anggaran yang memadai. 
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Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, set idaknya 
memenuhi kr i ter ia yang terdiri dari : 
a. Spesifik 

Indikator kinerja h a r u s sesuai dengan program dan/atau 
kegiatan sehingga mudah dipahami da lam memberikan informasi 
yang tepat tentang has i l a tau capaian kiner ja dar i kegiatan dan/ 
a tau sasaran . 

b. Dapat Dicapai 
Indikator kiner ja yang ditetapkan ha rus menantang namun 

bukan ha l yang mustah i l u n t u k dicapai dan dalam kendal i 
Satker/UPT. Da lam menetapkan sua tu indikator kinerja perlu 
diperhat ikan bagaimana untuk mengumpulkan data kiner janya, 
apakah mas ih dalam kendali Satker/UPT yang bersangkutan a tau 
tidak, serta tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan 
d ikumpu lkan u n t u k sua tu indikator. 

c. Relevan 
S u a t u indikator kinerja ha rus dapat mengukur sedekat 

mungkin dengan has i l yang akan d iukur . Indikator kinerja tidak 
seharusnya d ika i tkan pada tingkat yang lebih tinggi a tau lebih 
rendah dibandingkan dengan has i l yang d iukur . J i k a tidak 
memungk inkan u n t u k menggunakan pengukuran langsung, satu 
a tau lebih indikator pengganti mungkin dapat d igunakan. Apabila 
terdapat bukt i yang meyakinkan dan memadai (misalnya, 
d idasarkan pada riset a tau pengalaman di tempat lain), maka 
indikator pengganti dapat dikategorikan indikator yang memadai, 
mesk ipun tidak seakurat pengukuran langsung. 

d. Menggambarkan Sesuatu yang D i u k u r 
Indikator yang baik merupakan u k u r a n dar i sua tu 

keberhasi ian. Harus terdapat kesepakatan tentang interpretasi 
terhadap has i l yang akan d igunakan sebagai u k u r a n . Indikator 
tersebut ha rus mempunyai satu dimensi dan tepat secara 
operasional. 
Mempunyai sa tu dimensi ar t inya bahwa indikator hanya meng­
u k u r sa tu fenomena setiap saat. Hindar i u n t u k menggabungkan 
ter lalu banyak fenomena dalam satu indikator. Tepat secara 
operasional ar t inya tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan 
d ikumpu lkan u n t u k sua tu indikator. 

e. Dapat Dikuant i f ikas i dan D iukur 
Indikator da lam angka [ jumlah a tau persentase, dsb) a tau 

dapat d iukur u n t u k dapat d i tentukan kapan dapat dicapai. 
Sedangkan Indikator kual i tat i f adalah indikator yang bersifat 
pengamatan deskriptif (pendapat ahl i atas sua tu kekuatan 
instans i a tau penjelasan mengenai sua tu peri laku). Meskipun 
indikator kuanti tat i f t idak lebih obyektif, ketepatan angkanya 
memungk inkan kesepakatan atas data mengenai has i l dan 
b iasanya lebih d isuka i . 

Namun, meskipun indikator kuant i tat i f yang efektif 
d igunakan, indikator kual i tat i f dapat mendukung angka dan 
persentase dengan kekayaan yang dimi l ik i informasi yang 
menghidupkan has i l program. Indikator kiner ja yang bersifat 
kuant i tat i f akan lebih mudah d iukur dibandingkan indikator 
kiner ja yang bersifat kualitatif . Indikator yang bersifat kuantitat i f 
a tau dapat d ikuant i f ikas i akan lebih mudah mengumpulkan 
datanya, menghitung capaian indikator, mengamati 
perkembangan dan evaluasinya. 
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6. Tipe dan J e n i s Indikator Kinerja 
Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi: 
a. Kualitati f , menggunakan ska la (misal: baik, cukup , kurang); 
b. Kuant i tat i f absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 

orang, 80 uni t , dsb); 
c. Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yang 

d iukur dengan populasinya (misal: 50% , 100%); 
d. Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain 

yang terkait (misal: rasio j u m l a h penyuluh dibandingkan j um lah 
umat) ; 

e. Rata-rata : angka rata-rata dari sua tu populasi a tau total kejadian 
(misal : rata-rata ni la i u j ian nasional); dan 

f. Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian 
berdasarkan sua tu r u m u s tertentu (misal: indeks k e r u k u n a n 
umat beragama, indeks kesal ihan sosial , indeks integritas, dan 
sebagainya). 

Un tuk tu juan anal is is dan perencanaan indikator kinerja juga 
dapat d ik las i f ikas ikan ke dalam beberapa j en is , an ta ra la in: 
a. gambaran mengenai sumberdaya yang d igunakan u n t u k 

menghasi lkan output dan outcome (kuant i tas, kua l i tas , dan 
kehematan); 

b. gambaran mengenai langkah-langkah yang d i l aksanakan dalam 
menghasi lkan barang a tau j a s a ( frekuensi proses, ketaatan 
terhadap jadwal , dan ketaatan terhadap ketentuan/standar) ; 

c. gambaran mengenai output dalam bentuk barang a tau j a s a yang 
d ihas i lkan dar i sua tu kegiatan (kuanti tas, kua l i tas , dan efisiensi); 

d. gambaran mengenai has i l ak tua l a tau yang d iharapkan dari 
barang dan j a s a yang d ihas i lkan (peningkatan kuant i tas , 
perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kual i tas , 
perubahan per i laku, peningkatan efektivitas dan peningkatan 
pendapatan); dan 

e. gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari 
tercapainya tu juan. Indikator dampak adalah indikator outcome 
pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate. 

7. Penggunaan Indikator Kinerja 
Penggunaan sasaran dan indikator kiner ja pada Kementerian Agama, 
sebagai berikut: 
a. Pada tingkat Kementerian Agama, sasaran yang digunakan 

menggambarkan dampak (impact) dan/atau paling sedikit hasil 
(outcome) yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja 
Kementerian Agama dan indikator kinerja lain yang relevan sesuai 
dengan dokumen Renstra Kementerian Agama. 

b. Pada tingkat Unit Eselon I , sasaran yang digunakan menggambarkan 
hasi l (outcome) pada bidangnya menggunakan Indikator Kinerja 
Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan sesuai dengan 
dokumen Renstra Eselon I . 

c. Pada satker (Kanwil/Kankemenag Kabupaten/Kota) dan UPT 
(PTKN/Ujnah/Balai/Loka/UPQ/Sekretrariat BAZNAS/Madrasah/ 
Sa tuan Pendidikan Keagamaan Negeri), sasaran yang digunakan 
menggambarkan hasi l (outcome) pada bidangnya sesuai dengan 
dokumen Renstra. 

d. Pada Unit Eselon 11 Pusat dan Unit Kerja pada PTKN, sasaran yang 
digunakan menggambarkan hasi l (outcome) pada bidangnya serta 
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menggunakan Indikator Kinerja Unit Eselon I , PTKN dan indikator 
kinerja lain yang relevan sesuai dengan dokumen Renstra. 

B A B IV 
PELAPORAN K I N E R J A 

Pelaporan kiner ja merupakan akuntabi l i tas dari pe laksanaan tugas dan 
fungsi yang dipercayakan kepada setiap Satker/UPT pada Kementerian Agama 
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diper lukan dalam penyusunan 
pelaporan kiner ja ada lah pengukuran kinerja dan evaluasi serta mengungkapan 
{disclosure) secara memadai has i l anal is is terhadap pengukuran kinerja. 
Laporan Kinerja terdiri dar i laporan kinerja interim ( laporan tr iwulanan) dan 
Laporan Kinerja tahunan . 

A. T u j u a n Pelaporan Kinerja 
Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk : 
1. memberikan informasi capaian Kinerja ins tans i/Satker/UPT baik 

secara berka la dan terukur kepada pemberi mandat atas Kinerja yang 
telah dan seharusnya dicapai; dan 

2. memberikan masukan/usu l perbaikan yang berkesinambungan bagi 
Satker/UPT pada Kementerian Agama dalam peningkatan kinerjanya. 

B . Format Laporan Kiner ja 
1. Format Laporan Kiner ja T r iwu lan (interim) 

Laporan Kiner ja t r iwulan d i susun secara periodik pada akh i r 
t r iwulan I , I I , I I I , dan IV sebagai bentuk monitoring penilaian Kinerja. 
Laporan tersebut ber is ikan: sasaran strategis, Indikator Kinerja, target 
Kinerja, anggaran, dan real isasi Kinerja, serta anal is is penyebab 
keberhasi lan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta 
alternati f solusi yang telah d i l akukan . Sebagaimana tercantum dalam 
FORMAT SAKIP .06 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar i 
Keputusan ini . 

2. Format Laporan Kiner ja T a h u n a n 
Laporan Kiner ja d i susun sesuai FORMAT SAKIP .09 oleh setiap 

t ingkatan organisasi yang menyusun perjanjian Kinerja dan 
menyaj ikan informasi tentang: 
a. u ra i an singkat organisasi; 
b. rencana dan target Kinerja yang ditetapkan; 
c. pengukuran kinerja; dan 
d. evaluasi dan anal is is Kinerja u n t u k setiap sasa ran strategis a tau 

has i l program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya 
terwujud. Anal is is in i juga mencakup atas efisiensi penggunaan 
sumber daya. 

C. Penyampaian Laporan Kiner ja 
Laporan Kiner ja (LKj) Satker/UPT terdiri dar i laporan t r iwulanan dan 

tahunan. Laporan Kiner ja (LKj) tersebut d isampaikan kepada Kementerian 
Agama secara elektronik dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi B i rokras i dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Laporan Kiner ja T r iwu lan 

Laporan Kiner ja t r iwulan yang telah d i susun sesuai FORMAT 
SAKIP .06 dan ditandatangani oleh pimpinan ins tans i/Satker/UPT 
berdasarkan perjanjian Kinerja yang sudah disepakati dan waktu 
penyampaian sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 
Waktu Penyampaian Laporan Kiner ja T r iwu lan 

No Instansi/ 
Satker/UPT 

Penanda 
Tangan 

Disampaikan 
kepada 

Jatuh Tempo Penyampaian 
(Tahun Berjalan) 

No Instansi/ 
Satker/UPT 

Penanda 
Tangan 

Disampaikan 
kepada 

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 
1 Kementerian 

Agama 
Sekretaris 
Jenderal 

Menteri Agama 23 April 23 J u l i 23 
Oktober 

2 Unit Eselon I 
Pusat 

pimpinan 
unit eselon I 
Pusat 

Menteri Agama 19 April 19 J u l i 19 
Oktober 

19 Januar i 
Tahun 

selanjutnya 
3 Unit Eselon 

II Pusat 
pimpman 
unit eselon II 
Pusat 

pimpinan unit 
eselon I Pusat 

15 April 15 J u l i 15 
Oktober 

15 Januar i 
Tahun 

selanjutnya 
4 Kanwil 

Kemenag 
Provinsi 

Kepala 
Kanwil Keme­
nag Provinsi 

Sekjen 15 April 15 J u l i 15 
Oktober 

15 Januar i 
Tahun 

selanjutnya 
5 Kankemenag 

Kabu paten / 
Kota 

Kepala 
Kankemenag 
Kab./Kota 

Kepala Kanwil 
Kemenag 
Provinsi 

13 April 13 J u l i 13 
Oktober 

13 Januar i 
Tahun 

selanjutnya 

6 PTKN Rektor/ 
Ketua 

Dirjen Terkait 13 April 13 J u l i 13 
Oktober 

13 Januar i 
Tahun 

selanjutnya 
7 Unit Kerja 

pada PTKN 
Pimpinan 
Unit Kerja 

Rektor/ Ketua 13 April 13 J u l i 13 
Oktober 

13 Januar i 
Tahun 

selanjutnya 
8 Lajnah 

Pentashihan 
Mushaf Al-
Qur'an 

Kepala 
Lajnah 
Pentashihan 
Mushaf 
Al-Qur'an 

Kepala 
BMBPSDM 

15 April 15 J u l i 15 
Oktober 

15 Januar i 
Tahun 

selanjutnya 

9 Balai dan 
Loka 

Kepala 
Balai/Loka 

Kepala Badan 
Terkait 

15 April 15 J u l i 15 
Oktober 

15 Januar i 
Tahun 

selanjutnya 
10 UPQ Kepala UPQ Dirjen Bimas 

Islam 
15 April 15 J u l i 15 

Oktober 
15 Januar i 

Tahun 
selanjutnya 

11 Sekretariat 
Baznas 

Sekretaris 
Baznas 

Dirjen Bimas 
Islam 

15 April 15 J u l i 15 
Oktober 

15 Januar i 
Tahun 

selanjutnya 
12 MAN/MTsN/ 

Satuan 
Pendidikan 
Keagamaan 
Negeri 

Kepala 
MAN/MTsN/ 
Satuan 
Pendidikan 
Keagamaan 
Negeri 

Kepala Kantor 
Kemenag 
Kab./Kota 

11 April 11 J u l i 11 
Oktober 

11 Januar i 
Tahun 

selanjutnya 
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2. Laporan Kinerja T a h u n a n 
Laporan Kiner ja T a h u n a n yang telah d i susun sesuai FORMAT 

SAKIP .09 dan ditandatangani oleh pimpinan ins tans i/Satker/UPT 
berdasarkan perjanjian Kinerja yang sudah disepakati dan wak tu 
penyampaian sebagai berikut: 

Tabel 2.2 
Waktu Penyampaian Laporan Kinerja T a h u n a n 

No Instansi/ 
Satker/UPT 

Penanda Tangan Disampaikan 
kepada 

Tembusan Waktu 
(Paling 

Lambat) 
1 Kementerian 

Agama 
Menteri Agama 1. Men PAN dan* RB 

2. Menteri 
Keuangan 

3. Men.PPN/ Ka. 
BAPPENAS 

- 28 Februari 
Tahun 
Selanjutnya 

2 Unit Eselon I 
Pusat 

Pimpinan unit 
eselon I Pusat 

Menteri Agama 
u.p.Sekretaris 
Jenderal melalui 
Kepala Biro Ortala 

- 15 Februari 
Tahun 
Selanjutnya 

3 Unit Eselon 
II Pusat 

Pimpinan unit 
eselon II Pusat 

Pimpinan unit 
eselon I Pusat 

- 15 Februari 
Tahun 
Selanjutnya 

4 Kanwil 
Kemenag 
Prov. 

Kepala Kanwil 
Kemenag Provinsi 

Sekretaris Jenderal 
melalui Kepala Biro 
Ortala 

Pimpinan 
unit eselon I 
Pusat 

15 Februari 
Tahun 
Selanjutnya 

5 Kantor 
Kemenag 
Kab./Kota 

Kepala 
Kankemenag 
Kabupaten / Kota 

Kepala Kanwil 
Kemenag Provinsi 

31 Januar i 
Tahun 
Selanjutnya 

6 PTKN Pimpinan PTKN Pimpinan unit 
eselon I terkait 
melalui Sekretaris 

Sekretaris 
Jenderal 
melalui 
Kepala Biro 
Ortala 

5 Februari 
Tahun 
Selanjutnya 

7 Unit Kerja 
pada P IKN 

Pimpinan Unit 
Kerja pada PTKN 

Pimpinan PTKN Pimpinan 
unit eselon I 
Pusat 

5 Februari 
Tahun 
Selanjutnya 

8 Lajnah 
Pentashihan 
Mushaf Al-
Qur'an 

Kepala Lajnah 
Pentashihan 
Mushaf Al-Qur'an 

Kepala BMBPSDM 5 Februari 
Tahun 
Selanjutnya 

9 Balai Kepala Balai Kepala Badan 
terkait 

5 Februari 
Tahun 
Selanjutnya 

10 UPQ Kepala UPQ Dirjen Bimas Islam 5 Februari 
Tahun 
Selanjutnya 

11 Sekretariat 
Baznas 

Sekretaris Baznas Dirjen Bimas Islam 5 Februari 
Tahun 
Selanjutnya 

12 MAN/MTsN/ 
Satuan 
Pendidikan 
Keagamaan 
Negeri 

Kepala 
MAN/MTsN/ 
Satuan Pendidikan 
Keagamaan Negeri 

Kepala 
Kankemenag 
Kabupaten / Kota 

Kepala 
Kanwil 
Kemenag 
Provinsi 

25 Januar i 
Tahun 
Selanjutnya 



- 22 -

D. Pengukuran Kiner ja 
Sa lah sa tu pondasi u tama dalam menerapkan manajemen Kinerja 

adalah pengukuran kinerja dalam menjamin adanya peningkatan 
pelayanan publ ik dan meningkatkan akuntabi l i tas dengan me lakukan 
klar i f ikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai un tuk 
memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel . 

Pengukuran Kiner ja d imaksudkan u n t u k menilai keberhasi ian a tau 
kegagalan pe laksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana 
Strategis dan Rencana Kiner ja T a h u n a n . Pengukuran kiner ja mencakup 
penilaian indikator Kinerja sasaran yang tertuang da lam formulir 
Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kiner ja d idasarkan pada target dan 
real isasi dengan sa tuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, 
rata-rata, angka dan j u m l a h . 
1. Setiap Satker/UPT Kementerian Agama wajib me lakukan pengukuran 

Kinerja dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan 
dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja. 
a. Membandingkan real isasi Kinerja dengan Sasa ran (target) Kinerja 

yang d icantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja 
dalam rangka pe laksanaan APBN secara berkala setiap tr iwulan 
dalam tahun berjalan, secara manua l dan/atau secara elektronik. 

b. Membandingkan real isasi Kinerja Program sampai dengan tahun 
berjalan dengan Sasa ran (target) Kinerja 5 (lima) t ahunan yang 
d i rencanakan dalam Rencana Strategis, secara manua l dan/atau 
secara elektronik. 

c. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, 
perlu memperhat ikan karakter is t ik komponen real isasi , dalam 
kondisi , ya i tu : 
1) Semak in tinggi real isasi menun jukkan pencapaian kinerja 

yang semakin baik, maka d igunakan rumus : 

% Tingkat Capaian =Realisasi x lOO% 
Target 

2) Semak in rendah real isasi menun jukkan semakin rendah 
pencapaian kinerja, maka d igunakan rumus : 

% Pencapaian kinerja = Target - (Real isasi - target) x 100% 
Target 

3) Penentuan batas atas capaian kinerja adalah 120% dan 
batas bawah capaian kinerja adalah 0%. 

4) Capa ian kinerja yang melebihi 120% dan kurang dari 0% 
akan disertai penjelasan lebih r inc i . 

5) Karakter is t ik capaian Indikator Kiner ja (Tr iwulanan atau 
Tahunan ) . 

d. Pengukuran kinerja d ik las i f ikas ikan menjadi 4 (empat) kategori, 
sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel 2.3 
Kategori Capaian Kinerja 

No Kategori Rentang Nilai Kode 

1 Sangat B a i k > 1 0 0 - 120 B i r u 
2 Ba ik 8 0 - 100 Hi jau 
3 C u k u p 50 - 79,99 Kun ing 
4 Kurang < 50 Merah 

2. Pengukuran kiner ja d isesua ikan dengan j en is Indikator Kinerja yang 
telah ditetapkan, antara la in: 
a . Indikator Indeks, d iukur berdasarkan has i l survey, baik oleh 

internal maupun eksternal serta lembaga independen la innya. 
b. Indikator Persentase, d iukur berdasarkan j u m l a h capaian diban-

ding total j u m l a h satuan masing-masing indikator. 
c. Indikator Rerata d iukur berdasarkan rata-rata ni ia i/frekuensi/ 

jumlah/d l l dibanding j u m l a h satuan indikator yang ada. 
d. Indikator Nilai/Opini/Predikat d iukur berdasarkan has i l 

peni la ian/evaluasi/pemeriksaan lembaga eksternal yang 
memil iki kewenangan un tuk me lakukan peni laian/evaluasi/ 
pemeriksaan. 

e. Indikator Angka Part is ipasi Kasa r (APK) d iukur berdasarkan 
perbandingan antara s iswa pada jenjang pendidikan tertentu 
dengan penduduk us i a sekolah dan d inyatakan dalam 
persentase. 

f. Indikator Angka Part is ipasi Murni (APM) d iukur berdasarkan 
perbandingan antara s iswa us i a sekolah tertentu pada jenjang 
pendidikan dengan penduduk us i a yang sesuai dan d inyatakan 
dalam persentase. 

g. Indikator J u m l a h d iukur berdasarkan j u m l a h capaian dari 
masing-masing satuan indikator. 

3. Setiap Satker/UPT wajib me lakukan pengelolaan data Kiner ja dengan 
cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data Kinerja secara manua l 
dan/ atau secara elektronik. Pengelolaan data Kiner ja d i l akukan 
dengan mempert imbangkan kebutuhan informasi pada Satker/UPT, 
kebutuhan manajerial , data/laporan keuangan yang d ihas i lkan dari 
sistem akuntans i . Pengelolaan data Kinerja mencakup: 
a. penetapan data dasar (baseline dataj; 
b. penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan 

registrasi; 
c. penatausahaan dan penyimpanan data; dan 
d. pengkompilasian dan perangkuman. 

B A B V 
TATA CARA R E V I U ATAS LAPORAN K I N E R J A 

Reviu merupakan penelaahan atas Laporan Kiner ja yang d i l aksanakan oleh 
APIP u n t u k memast ikan bahwa laporan kinerja telah menyaj ikan informasi 
kinerja yang andal , akura t , dan berkual i tas. 

A. Tu juan Rev iu atas Laporan Kinerja 
Reviu atas Laporan Kiner ja mempunyai tu juan: 
1. membantu penyelenggaraan sistem akuntabi l i tas Kiner ja Kementerian 

Agama; dan 
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2. memberikan keyak inan terbatas mengenai akuras i , keandalan, dan 
keabsahan data/informasi Kinerja Kementerian Agama sehingga dapat 
menghasi lkan Laporan Kinerja Kementerian Agama yang berkual i tas. 

Apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan 
manajemen Kinerja dan/atau kesa lahan dalam penyajian data/informasi 
a tau penyajian Laporan Kinerja, maka unit pengelola Kiner ja ha rus segera 
me lakukan perbaikan atas kelemahan dan/atau kesa lahan tersebut secara 
berjenjang. 

B . Ta ta C a r a Rev iu Atas Laporan Kinerja 
Da lam me laksanakan Revia ha rus memperhat ikan tata ca ra sebagai 

berikut: 
1. P ihak yang Melakukan Reviu 

Laporan kiner ja Kementerian Agama harus direviu oleh auditor 
Inspektorat Jendera l Kementerian Agama atau t im yang dibentuk 
u n t u k i tu sebelum ditandatangani oleh Menteri. 

2. Waktu Pe laksanaan Reviu 
Tahapan reviu Laporan Kinerja Kementerian Agama merupakan 

bagian t idak terpisahkan dari tahapan pelaporan Kinerja. Reviu dapat 
d i l aksanakan secara paralel dengan pe laksanaan manajemen Kinerja 
dan penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Agama paling lambat 
14 (empat belas) har i kerja sebelum Laporan Kiner ja (LKj) d isampaikan 
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
B i rokras i , Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas. 

3. Ruang L ingkup Pe laksanaan Reviu 
a. Metode Pengumpulan Data/informasi 

Pengumpulan data/informasi d i l akukan u n t u k menguji 
a k u r a s i data/informasi kinerja yang d isa j ikan dalam laporan 
kinerja. 

b. Penelaahan Penyelenggaraan SAKIP Secara Ringkas. 
Penelaahan penyelenggaraan SAK IP d i l akukan u n t u k menilai 

kese larasan antara perencanaan strategis di tingkat Kementerian 
Agama dengan perencanaan strategis un i t di bawahnya, terutama 
dalam ha l kese larasan sasaran , Indikator Kiner ja , program dan 
kegiatannya. 

c. Penyusunan Kertas Kerja Reviu 
Kertas kerja reviu, sebagaimana contoh pada FORMAT 

SAKIP .08 dalam keputusan in i , set idaknya mencakup hal -hal 
sebagai berikut: 
1) has i l pengujian atas akuras i data/informasi kinerja dalam 

laporan kinerja; 
2) te laahan atas aktiv i tas penyelenggaraan SAKIP ; 
3) hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang d i laksana­

k a n ; dan 
4) has i l pe laksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpul-

an/catatan pereviu. 
d. Sura t Pernyataan Te lah Direv iu. 

Sura t Pernyataan Te lah Direviu ditandatangani oleh Inspektur 
Jendera l yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i Laporan 
Kinerja Kementerian Agama dan d isampaikan kepada Sekretar is 
Jendera l . Contoh Sura t Pernyataan Reviu sebagaimana 
tercantum dalam FORMAT SAKIP .07 yang merupakan bagian 
t idak terp isahkan dalam Keputusan ini . 
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e. Reviu d i lakukan hanya atas Laporan Kinerja Kementerian Agama 
sebagaimana tercantum dalam FORMAT SAKIP .08 yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini . 

4. Laporan Has i l Reviu 
Laporan has i l reviu menggambarkan tentang prosedur reviu yang 

d i l akukan , kesa lahan atau kelemahan yang ditemui, langkah 
perbaikan yang disepakati , langkah perbaikan yang telah d i lakukan 
dan saran perbaikan yang tidak atau belum d i l aksanakan . 
Has i l pelaporan reviu merupakan dasar bagi pereviu u n t u k membuat 
pernyataan telah direviu, yang antara lain menyatakan bahwa: 
a. rev iu telah d i l akukan atas laporan kiner ja tahun sebelumnya; 
b. reviu telah di laksanakan sesuai dengan tata cara reviu atas Laporan 

Kinerja Kementerian Agama; 
c. semua informasi yang dimuat dalam laporan has i l reviu adalah 

penyajian manajemen; 
d. s impulan reviu menyaj ikan informasi k iner ja yang akura t ; dan 
e. paragraf penjelas, menguraikan perbaikan penyelenggaraan 

SAK IP dan koreksi atas penyajian laporan kiner ja yang belum 
d i l akukan a tau belum selesai d i l akukan oleh un i t pengelola 
Kiner ja. 

B A B V I 
PENILAIAN K I N E R J A ORGANISASI (PKO) 

Pemerintah Indonesia secara konsisten me laksanakan agenda Reformasi 
B i rokras i un tuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik {good 
governance). Sa l ah sa tu ins t rumen u tama reformasi tersebut adalah penerapan 
SAKIP sebagaimana d iamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 T a h u n 
2014 tentang Sistem Akuntabi l i tas Kinerja Instans i Pemerintah. Namun, dalam 
prakt iknya, pengukuran dan penilaian Kinerja organisasi di berbagai instansi 
pemerintah mas ih menghadapi sejumlah tantangan, antara la in: 
a. Var ias i ins t rumen penilaian antar kementerian, lembaga, dan pemerintah 

daerah yang mengakibatkan tidak seragamnya has i l evaluasi . 
b. Ket idakterpaduan data kiner ja sehingga capaian kiner ja organisasi sering 

kal i t idak dapat dibandingkan secara adil . 
c. Kurangnya korelasi antara capaian kinerja dengan evaluasi akuntabi l i tas , 

sehingga has i l evaluasi belum sepenuhnya mendorong perbaikan kual i tas 
pelayanan publik. 

Penilaian Kiner ja Organisasi (PKO) sangat penting u n t u k d i l aksanakan karena: 
a. sebagai alat u k u r objektif un tuk menilai se jauh mana organisasi mencapai 

tu juan dan sasa ran strategisnya; 
b. sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan, penganggaran, 

serta pengembangan sumber daya manus ia aparatur; 
c. sebagai mekanisme pertanggungjawaban publik, di m a n a Kinerja 

organisasi h a r u s di laporkan secara t ransparan kepada masyarakat ; dan 
d. sebagai ins t rumen pengendalian manajemen, yang berfungsi mengoreksi 

penyimpangan dan memberikan umpan balik u n t u k perbaikan 
berkelanjutan. 

PKO d i l akukan setiap t ahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir, terhadap: 
a. Ent i tas Akuntabi l i tas Kinerja Kementerian. PKO pada entitas ini d i l akukan 

pada tingkat Kementerian. 
b. Ent i tas Akuntabi l i tas Kinerja satker/UPT. PKO pada entitas in i d i l akukan 
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secara berjenjang oleh T im PKO, d imana has i l peni laian kinerja 
organisasinya dapat mempertimbangkan ekspektasi p impinan 1 (satu) level 
di atas entitas akuntabi l i tas kinerja yang dini lai . 

c. T im PKO tingkat Kementerian dan Unit Eselon I adalah Inspektorat 
Jendera l . 

d. T im PKO tingkat Ese lon I I dan I I I adalah T im Kerja Perencanaan yang 
dibentuk oleh Pimpinan Satker/UPT. 

e. Untuk kepentingan tertentu, T im PKO Kementerian dapat 
mereviu/mengevaluasi has i l penilaian T im PKO tingkat Ese lon II dan I I I . 

f. T im PKO dapat me lakukan penilaian secara manua l maupun elektronik. 

A. Komponen PKO 
PKO pada setiap t ingkatan entitas akuntabi l i tas kiner ja d i l akukan dengan 
memperhat ikan 2 (dua) ha l , ya i tu capaian perjanjian Kinerja dan ni la i has i l 
evaluasi akuntabi l i tas Kiner ja Kementerian dengan penjelasan sebagai 
berikut: 
1. Capa ian Perjanjian Kinerja. 

Capa ian perjanjian kinerja merupakan has i l pengukuran terhadap 
kiner ja Ent i t as Akuntabi l i tas Kinerja Kementerian dan Ent i tas 
Akuntabi l i tas Kiner ja Satker/UPT setiap t ahunnya yang dituangkan 
dalam laporan kinerja. 

2. Has i l Eva luas i Akuntabi l i tas Kinerja Kementerian. 
Has i l evaluasi akuntabi l i tas Kiner ja Kementerian merupakan has i l 
evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi B i rokras i setiap tahunnya . Sementara has i l 
evaluasi akuntabi l i tas kinerja Satker/UPT diterbitkan oleh 
inspektorat/unit kerja yang di tunjuk sebagai evaluator internal. Hasi l 
evaluasi akuntabi l i tas kinerja berupa ni lai dan kategori/ predikat 
sebagai berikut: 

Tabel I . 
Nilai dan Kategori Predikat Eva luas i Akuntabi l i tas Kiner ja Organisasi 

Nilai Kategori / Pre dikat 

>90 - 100 AA/Sangat Memuaskan 
>80 - 90 A / Memuaskan 
>70 - 80 88/Sangat Baik 
>60 - 70 B/Baik 
>50 - 60 CC/Cukup (Memadai) 
>30 - 50 C/Kurang 
> 0 - 3 0 D/Sangat Kurang 
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B . Penghitungan PKO 
Penghitungan PKO sebagaimana tertuang dalam matr iks berikut. 

Tabel 2. 
Matr iks PKO 

No Sasaran Indikator 
Kinerja Target Realisasi Capaian 

Normalisasi 
Capaian PK 

(1) 

Koreksi 
Normalisasi 
Capaian PK 
berdasarkan 

Predikat 
AKIP 

(2) 

Nilai Akhir 
Capaian PK (3) 
(1) X (100% - (2)) 

Total Capaian PK (4) 
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian P K (5 

Predikat PKO (6) 

Normalisasi capaian perjanjian Kinerja 
Dengan memperhat ikan prinsip PKO sebagaimana disebut di atas 
ya i tu terkait dengan prinsip berorientasi has i l serta 
mempert imbangkan koreksi terhadap anomali capaian Kinerja 
Kementerian dan Satker/UPT, maka dipandang perlu me lakukan 
normal isas i capaian perjanjian Kinerja sebagaimana ketentuan 
berikut: 
a . j i k a capaian Kinerja setiap indikator >110% maka akan 

dinormal isasi menjadi 110%; dan 
b. j i k a capaian Kinerja setiap indikator <110% m a k a tidak d i lakukan 

normal isas i . 
Koreksi normal isas i capaian perjanjian kiner ja berdasarkan predikat 
akuntabi l i tas Kinerja Kementerian. 
Setelah normal isasi capaian perjanjian Kinerja d i l akukan terhadap 
masing-masing indikator maka has i l normal isas i tersebut dikoreksi 
dengan memperhat ikan predikat akuntabi l i tas kiner ja kementerian 
yang bersumber dar i bas i l evaluasi sebagaimana gambar berikut. 

Gambar 1. 
Sumber Predikat Akuntabi l i tas Kiner ja Kementerian 

P R E D I K A T AKIP K E M E N T E R I A N 

P R E D I K A T AKIP E S E L O N I 

P R E D I K A T AKIP E S E L O N II 

P R E D I K A T AKIP E S E L O N I I ! 

Menggunakan Nilai Hasil Eva luas i dari K e m e n p a n R B 

Menggunakan Nilai Hasil Eva luas i 
Inspektoral/Unit kerja lain yang ditugaskan 

dari 

Menggunakftji Nilai Hasil Eva luas i dari 
Inspektorat/Eselon 1/Unit kerja lain yang ditugaskan 
J i k a tidak ada nilai Ese lon 11. m a k a menggunakan 
nilai Ese lon I 

• Menggunakan Nilai Hasil Eva luas i dari 
Inspektorat/Eselon I/Unit kerja lain yang ditugaskan 

• J i k a tidak ada nilai Ese lon I I I . m a k a menggunakan 
nilai Ese lon II 

• J i k a tidak ada nilai Ese lon I I , maka menggunakan 
nilai Ese lon I 

Predikat akuntabi l i tas Kinerja kementerian menjadi faktor koreksi 
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besaran capaian perjanjian Kinerja yang d isampaikan melalui Laporan 
Kinerja. Semak in tinggi predikat akuntabi l i tas Kiner ja kementerian 
menun jukkan bahwa manajemen kiner ja organisasi semakin baik, 
sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang d iakui . 
Sebal iknya, semakin rendah predikat akuntabi l i tas kiner ja kementerian 
semakin rendah pula capaian perjanjian kiner ja yang d iakui 
sebagaimana yang tertera pada gambar berikut: 

Tabel 3. 
Koreksi Capa ian Perjanjian Kinerja Be rdasa rkan 

Predikat Akuntabi l i tas Kiner ja Kementerian 

PREDIKAT 
AKIP 

KOREKSI 
CAPAIAN PK 

SETELAH NORMALISASI 
AA 0% A 0% 

BB 10% 
B 15% 

CC 20% 
c 30% D 30% 

3. Nilai akh i r Capa ian Perjanjian Kinerja 
Se lanjutnya a k a n diperoleh ni lai akhi r capaian perjanjian kinerja yang 
merupakan has i l perkal ian normal isas i capaian perjanjian kinerja 
(langkah-1) dengan has i l pengurangan 100% dan koreksi capaian 
perjanjian kiner ja berdasarkan predikat Akuntabi l i tas Kinerja 
Kementerian ( langkah-2). 

4. Total Capa ian Perjanjian Kiner ja 
Total capaian perjanjian kinerja merupakan has i l penjumlahan 
se luruh ni la i akh i r capaian PK (langkah-3) pada setiap indikator 
kinerja. 

5. Nilai Kiner ja Organisasi (NKO) 
Nilai k iner ja organisasi merupakan has i l penghitungan dar i total 
capaian perjanjian kinerja (langkah-4) dibagi dengan j u m l a h indikator 
kinerja. 

6. Predikat PKO 
Has i l NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, ya i tu 1) Sangat 
Kurang ; 2) Kurang ; 3) B u t u h Perbaikan; 4) Ba ik ; dan 5) Ist imewa 
dengan r inc ian sesuai gambar berikut. 

Tabel 4. 
Predikat PKO 

NILAI KINERJA 
ORGANISASI (NKO) 

PREDIKAT 
PKO KODE 

X > 100% ISTIMEWA Biru 

8 0 % < X 5 100% BAIK Hijau 

60% <Xi 80% BUTUH 
PERBAIKAN Kuning 

20% < X < 60% KURANG Oranye 

0% < X 5 20% SANGAT KURANG Merah 
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Penentuan predikat PKO Ent i tas Akuntabi l i tas Kiner ja satker/UPT 
juga dapat mempert imbangkan ekspektasi p impinan 1 (satu) level di 
atas Ent i t as Akuntabi l i tas Kinerja yang dini lai . 
Se lanjutnya, setiap predikat PKO memil ik i m a k n a yang 
menggambarkan t ingkatan kual i tas capaian k iner ja organisasi. 
Ter jemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. 
Interpretasi Predikat PKO 

Predikat Kinerja 
Organisasi 

Interpretasi 

Istimewa 

Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian 
kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas 
ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi 
organisasi/unit lain. 

Baik Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian 
kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. 

Butuh Perbaikan Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian 
kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah 
ekspektasi / target. 

Kurang Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian 
kinerj a masih kurang dan masih dibawah 
ekspektasi / target. 

Sangat Kurang Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian 
kinerja masih sangat kurang dan dibawah 
ekspektasi/target. 

Prinsip PKO 
Dalam me laksanakan PKO perlu memperhat ikan prinsip pe laksanaan 
u n t u k memast ikan has i l penilaian reliable dan dapat d iandalkan. Adapun 
prinsip yang d imaksud antara lain: 
1. Berorientasi has i l , menggambarkan kondisi terkait t ingkatan ni la i 

k ineja organisasi; 
2. Berke lanjutan, pe laksanaan penilaian kiner ja d idukung dengan 

pengumpulan data yang berlangsung secara terus menerus sepanjang 
tahun ; 

3. Objektif, pe laksanaan penilaian kinerja yang d i l akukan dapat d iukur 
dan d i l akukan pengujian oleh pihak la in u n t u k memast ikan 
kebenaran has i l penilaian; 

4. Adil , penilaian d i l akukan berdasarkan u k u r a n kiner ja a t au standar 
yang telah ditetapkan dan sasaran yang je las ; 

5. T ransparan , penilaian kiner ja menggunakan parameter pengukuran 
dan sumber data yang je las serta d i l akukan secara terbuka; 

6. Akuntabel , pe laksanaan penilaian kinerja d i l akukan dengan 
menggunakan kr i ter ia dan prosedur yang je las ; dan 

7. Periodik, penilaian kinerja d i l akukan secara berkesinambungan 
dalam k u r u n wak tu yang tetap. 

S imulas i PKO 
1. PKO pada Ent i t as Akuntabi l i tas Kiner ja Kementerian T a h u n 2024 

a. Kementerian X Y Z memil iki Perjanjian Kiner ja (PK) tahun 2024 
dengan capaian kiner ja pada masing-masing indikator sebagai 
berikut: 
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No Sasaran Indikator Kinerja Target Rea l i sas i Capaian 

1 o o ' w 0 0 0 / Z.O f 1 , O O Vo 1 
... ... 186,52% 

1 

194,82% 

2 8 3 , 3 3 % 2 
71 ,34% 

2 

87 ,88% 
3 N/A 
4 105,08% 4 

1 1 2 , 0 1 % 

b. Be rdasarkan has i l evaluasi akuntabi l i tas kiner ja kementerian 
terakhir yang d ike luarkan oleh Kementerian PAN-RB, predikat 
akuntabi l i tas kiner ja Ins tans i Pemerintah Kementerian X Y Z 
adalah " B B " . 

c. Perhitungan PKO Kementerian X Y Z adalah sebagai berikut: 

No Sasa ran Indikator 
K ine r j a Target Rea l i sas i Capa i an 

Normalisas 
i Capa ian 

P K ( 1 ) 

K o r e k s i 
Normal isas i 
Capa ian P K 
berdasarkan 

Predikat 
A K I P 

|2) 

Nilai Akhi r 

(3) 

(1) X (100% 

(2)) 

1 2.377,38% 110% 10% 99% 

186,52% 110% 10% 99% 

194,82% 110% 10% 99% 

2 83,33% 83,33% 10% 75% 

71,34% 71,34% 10% 64,21 
% 

87,88% 87,88% 10% 79,09 
% 

3 N/A 10% 

4 105,08% 105,08% 10% 94,57 
% 

112,01% 110% 10% 99% 

Total Capaian PK (4) 708 ,87% 

Nilai Kiner ja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK 
(5) 

8 8 , 6 1 % 

Predikat PKO (6) BAIK 

2. PKO pada En t i t a s Akuntabi l i tas Kinerja Satker/UPT T a h u n 2024 
a. Direktorat Jendera l A B C pada Kementerian X Y Z memil iki PK 

tahun 2024 dengan capaian kiner ja pada masing-masing 
indikator ya i tu : 
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No TnHI Irn toi* 
U X A - n %,\^ A 

Kine i ia 

T a r g e t 
A <AA ^ 

R e a l i s a s i 
A^^rf n A A^V 4a *3 A 

C a o a i a n 
â a# a* A a 

1 153,90% 
105,99% 
126,97% 

2 3 0 0 % 
100% 
100% 

115,39% 
3 90% 

9 0 , 9 1 % 
4 154,35% 

5 .055 ,02% 
72 ,53% 

b. Be rdasarkan has i l evaluasi akuntabi l i tas Kinerja Satker/UPT 
terakhir yang d ike luarkan oleh Inspektorat/unit kerja yang 
d i tunjuk sebagai evaluator internal , predikat akuntabi l i tas kinerja 
satker Direktorat Jendera l A B C pada Kementerian X Y Z adalah 
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c. Perhitungan PKO Direktorat Jendera l A B C pada Kementerian X Y Z 
sebagai berikut: 

No S a s a r a n I n d i k a t o r 
K i n e r j a 

Ta r ge t R e a l i s a s i C a p a i a n 
Normal i sas i 
C a p a i a n P K 

(1| 

K o r e k s i 
Normal i sas i 
C a p a i a n P K 
berdasarkan 

P r e d i k a t 
A K I P 

(2» 

Nilai Akhir 
Capaian PK (3) 
(1) X (100% -

(2)1 

1 153,90% 110% 15% 9 3 , 5 0 % 

105,99% 105,99% 15% 9 0 , 0 9 % 

126,97% 110% 15% 9 3 , 5 0 % 

2 300% 110% 15% 9 3 , 5 0 % 

100% 100% 15% 85% 

100% 100% 15% 85% 

... 115,39% 110% 15% 9 3 , 5 0 % 

3 90% 90% 15% 7 6 , 5 0 % 

9 0 , 9 1 % 9 0 , 9 1 % 15% 7 7 , 2 7 % 

4 154,35% 110% 15% 9 3 , 5 0 % 

5 .055 ,02% 110% 15% 9 3 , 5 0 % 

72 ,53% 7 2 . 5 3 % 15% 6 1 , 6 5 % 

Total Capaian PK (4) 1.036,51% 

NKO atau Rata-rata Capaian PK (5) 86,38% 

Predikat PKO (6) BAIK 

M E N T E R I AGAJVIA R E P U B L I K INDONESIA, 

TJASARLfbDIN UMAR * 
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FORMAT SAKIP .O l 

Pernyataan Perjanjian Kiner ja T ingkat Kementer ian Agama 

P E R J A N J I A N K I N E R J A TAHUN 2 0 X X 

Da lam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang 
efektif, t ransparan dan akuntabe l serta berorientasi pada has i l , yang 
bertanda tangan di bawah in i : 

Nama : 
J a b a t a n 
berjanji a k a n mewujudkan target kiner ja yang s eha rusnya sesua i 

lampiran perjanjian in i , da lam rangka mencapai target k iner ja j angka 
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 

Keberhasi ian dan kegagalan pencapaian target kiner ja tersebut 
menjadi tanggung j awab kami . 

, 2 0 X X 
Menteri Agama 
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FORMAT SAKIP.02 

Formul ir Lampiran Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian Agama 

P E R J A N J I A N K I N E R J A TAHUN 2 0 X X 
K E M E N T E R I A N AGAMA 

No Sasa ran Strategis Indikator Kinerja Target Kiner ja 

(1) (2) (3) (4) 

Program (5) Anggaran (6) 

J u m l a h se luruh Rp (7) 

, 2 0 X X 

Menteri Agama 

Petunjuk Pengisian: 
1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut ; 
2. Kolom (2) di is i dengan Sasaran Strategis Kementerian Agama a tau 

kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang 
bersangkutan; 

3. Contoh: meningkatnya layanan keagamaan transformatif. 
4. Kolom (3) di is i dengan Indikator Kiner ja yang relevan dengan sasaran 

a tau kondis i yang ingin d iwujudkan; 
5. Contoh: indeks layanan keagamaan. 
6. Kolom (4) di is i dengan target kinerja yang akan dicapai a tau 

seharusnya dicapai oleh kementerian pada t ahun tersebut; 
7. Kolom (5) diisi dengan nama Program pada Kementerian Agama yang 

terkait dengan sasa ran yang akan dicapai; 
8. Kolom (6) di is i dengan besaran anggaran yang d ia lokas ikan un tuk 

mewujudkan sasaran yang diperjanjikan; dan 
9. Kolom (7) di is i dengan total anggaran yang d ia lokasikan un tuk 

mewujudkan se luruh sasaran yang diperjanjikan. 
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FORMAT SAKIP .03 

Pernyataan Perjanjian Kiner ja tingkat Unit Ese lon I , Unit Ese lon I I Pusat, 
Satker/UPT (Kanwi l/Kankemenag Kab/Kota/PTKN/Unit Kerja pada 
PTKN/La jnah/UPQ/Bala i/Loka/Madrasah/Satuan Pendidikan Keagamaan 
Negeri) 

P E R J A N J I A N K I N E R J A TAHUN 2 0 X X 
Da lam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 
t ransparan, dan akuntabel , serta berorientasi pada has i l , kami yang 
bertanda tangan di bawah in i : 

Nama : 
J a b a t a n : 
se lanjutnya disebut p ihak pertama 

Nama : 
J a b a t a n : 
se laku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

P ihak pertama berjanji a k a n mewujudkan target kinerja yang seharusnya 
sesuai lampiran perjanjian ini , dalam rangka mencapai target kinerja 
j angka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan. 
Keberhasi ian dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 
tanggung jawab kami . 
P ihak kedua a k a n me lakukan supervisi yang diper lukan serta a k a n 
me lakukan evaluasi terhadap capaian kiner ja dari perjanjian in i dan 
mengambil t indakan yang diper lukan dalam rangka pemberian 
penghargaan dan sanks i . 

, 2 0 X X 

P ihak Kedua, P ihak Pertama, 
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FORMAT SAKIP.04 

Pernyataan Perjanjian Kinerja tingkat Unit Eselon I dan PTKN 

P E R J A N J I A N K I N E R J A TAHUN 2 0 X X 
(1) 

No Sasa ran Program Indikator Kiner ja Target Kinerja 

(2) (3) (4) (5) 

Program dan Kegiatan (6) Anggaran (7) 

J u m l a h se luruh Rp (8) 

, 2 0 X X 
Atasan langsung, P impinan Un i t/Sa tuan 

Satker/UPT, 

Petunjuk Pengisian: 
1. Kolom (1) d i i s ikan nama Uni t/Satker/UPT; 
2. Kolom (2) diisi dengan nomor urut ; 
3. Kolom (3) di is i dengan sasaran program un i t organisasi a tau kondisi 

terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan 
setelah d i l aksanakannya program tersebut; 
Contoh: Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang 
berkual i tas , merata, dan inklusi f . 

4. Kolom (4) di is i dengan Indikator Kiner ja Sasa ran Program dan indikator 
la in dar i uni t kerja yang relevan dengan sasaran program a tau kondisi 
yang ingin d iwujudkan; 
Contoh: Nilai l ayanan penyuluh agama. 

5. Kolom (5 ) d i is i dengan angka target k iner ja yang a k a n dicapai a tau 
seharusnya dicapai oleh satuan/uni t kerja pada t ahun tersebut; 

6. Kolom (6) di is i dengan nama kegiatan pada masing-masing program 
uni t kerja pada tahun tersebut; 

7. Kolom (7) di is i dengan besar anggaran yang d ia lokas ikan oleh un i t 
organisasi u n t u k mencapai sasaran program yang d imaksud ; dan 

8. Kolom (8) di is i dengan total anggaran yang d ia lokas ikan untuk 
mewujudkan se luruh sasa ran program yang diperjanjikan. 
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FORMAT SAKIP .05 

Pernyataan Perjanjian Kinerja tingkat Unit Eselon I I Pusat, Unit Kerja pada 
PTKN, Satker/UPT (Kanwil/Kankemenag Kabupaten /Kota /Lajnah 
/Bala i/Loka/UPQ/Sekretar iat Baznas/Madrasah/Satuan Pendidikan 
Keagamaan Negeri) 

P E R J A N J I A N K I N E R J A TAHUN 2 0 X X 
(1) 

No Sasa ran Kegiatan Indikator Kinerja Target kinerja 

(2) (3) (4) (5) 

Kegiatan (6) Anggaran (7) 

J u m l a h se luruh Rp. (8) 

Atasan langsung, 
Kerja/UPT, 

.20XX 
Pimpinan Un i t/Sa tuan 

Petunjuk Pengisian: 

7, 

Kolom (1) d i i s ikan nama Uni t/Satker/UPT; 
Kolom (2) di is i dengan nomor urut ; 
Kolom (3) di is i dengan sasaran kegiatan uni t organisasi a tau kondisi 
terakhir yang seharusnya terwujud pada t ahun yang bersangkutan 
setelah d i l aksanakannya kegiatan tersebut; 
Contoh: Meningkatnya Kual i tas layanan keagamaan yang professional 
ink lus i f dan berdampak. 
Kolom (4) di is i dengan Indikator Kinerja Sasa ran Kegiatan dan indikator 
la in dari uni t kerja yang relevan dengan sasaran kegiatan atau kondisi 
yang ingin d iwujudkan; 
Contoh; Persentase fasilitator bimbingan perkawinan yang 
terserti f ikasi. 
Kolom (5 ) di is i dengan angka target kiner ja yang a k a n dicapai a tau 
seharusnya dicapai oleh uni t kerja pada tahun tersebut; 
Kolom (6) di is i dengan nama kegiatan pada masing-masing program 
uni t kerja pada tahun tersebut; 
Kolom (7) di is i dengan besar anggaran yang d ia lokas ikan oleh uni t 
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organisasi u n t u k mencapai sasaran program yang d imaksud; dan 
8. Kolom (8) diisi dengan total anggaran yang dia lokasikan untuk 

mewujudkan se luruh sasaran program yang diperjanjikan. 
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F O R M A T S A K I P . 0 6 

F o r m u l i r Lamp i ran Lapo ran C a p a i a n K iner ja Sa tke r/UPT . 

Laporan Capa i an K ine r j a (1) 
Periode T r i w u l a n ( I/I I/I I I/IV) 

No 
S a s a r a n 

Program / Keg iatan Ind ika t o r K i n e r j a 

Anggaran 
(Rp) 

Targe t 1 
T a h u n 

R e a l i s a s i K E T 

No 
S a s a r a n 

Program / Keg iatan Ind ika t o r K i n e r j a 

Anggaran 
(Rp) 

Targe t 1 
T a h u n 

T W I s .d. T W I I s .d. T W I I I s.d. TW IV No 
S a s a r a n 

Program / Keg iatan Ind ika t o r K i n e r j a 

Anggaran 
(Rp) 

Targe t 1 
T a h u n 

J u m l a h % J u m l a h % J u m l a h % J u m l a h % 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9! (10) ( H ) (12) (13) (14) (15) 

, 20 
P impinan Sa tke r/UPT 

Keterangan: 
1. Pada kolom (1) diisi dengan n a m a un i t organisasi; 
2. Pada kolom (2) diisi dengan nomor urut ; 
3. Pada kolom (3) diisi dengan sasaran program atau kondis i terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan setelah 

d i laksanakannya program tersebut; 
4. Pada kolom (4) diisi dengan indikator kinerja sasa ran program pada perjanjian k iner ja kepada atasan langsung; 
5. Pada kolom (5) diisi dengan Anggaran; 
6. Pada kolom (6) diisi dengan volume/nilai target rencana capaian indikator kiner ja program yang telah ditetapkan pada perjanjian 

kiner ja selama sa tu t ahun ; 
7. Pada kolom (7) diisi dengan volume/nilai realisasi capaian indikator kinerja program pada tr iwulan I ; 
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8. Pada kolom (8) diisi dengan persentase realisasi capaian indikator kinerja program pada tr iwulan I ; 
9. Pada kolom (9) diisi dengan volume/nilai realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan tr iwulan I I ; 
10. Pada kolom (10) diisi dengan persentase realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan tr iwulan I I ; 
11 . Pada kolom (11) diisi dengan volume/nilai realisasi capa ian indikator kinerja program sampai dengan tr iwulan I I I ; 
12. Pada kolom (12) diisi dengan persentase realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan tr iwulan I I I ; 
13. Pada kolom (13) diisi dengan volume/nilai capaian indikator kiner ja program sampai dengan tr iwulan IV; 
14. Pada kolom (14) diisi dengan persentase realisasi capaian indikator kinerja program sampai dengan tr iwulan IV; 
15. Pada kolom (15) diisi dengan t ambahan keterangan l a in j i k a d ipe r lukan ; 
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FORMAT SAKIP .07 

Contoh Pernyataan Formul i r Telah Direviu 

PERNYATAAN T E L A H D I R E V I U 
K E M E N T E R I A N AGAMA 
TAHUN ANGGARAN 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Agama un tuk 
tahun anggaran sesuai Pedoman Rev iu atas Laporan Kinerja. 
Subs tans i informasi yang dimuat da lam Laporan Kiner ja menjadi 
tanggung jawab manajemen Kementerian Agama. 

Rev iu bertujuan un tuk memberikan keyak inan terbatas laporan 
kiner ja telah d isa j ikan secara akura t , andal , dan valid. 

Be rdasa rkan reviu kami , t idak terdapat kondis i a t au hal -hal 
yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi 
yang d isa j ikan di dalam laporan kinerja ini . 

J a k a r t a , Februar i .... 

Inspektur Jendera l , 
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FORMAT SAKIP .08 

Contoh Formul i r Check List Reviu 

No Pernyataan Check list 

I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah 
menampilkan data penting 
Kementerian Agama 

2. LKj telah menyaj ikan informasi 
target kinerja 

3. LKj telah menyajikan capaian 
kinerja Kementerian Agama yang 
memadai 

4. Telah menyajikan dengan lampiran 
yang mendukung informasi pada 
badan laporan 

5. Telah menyajikan upaya perbaikan 
ke depan 

6. Telah menyajikan akuntabilitas 
keuangan 

II Mekanisme 
penyusunan 

1. LKj Kementerian Agama disusun 
oleh Sekretariat Jenderal 

2. Informasi yang disampaikan dalam 
LKj telah didukung dengan data 
memadai 

3. Telah terdapat mekanisme 
p e i i y a j I i p c U c L E l U d l a U d i t l l l i U I I l i c t S l 

dari unit kerja ke unit penyusun 
LKj 

4. Telah ditetapkan penanggung 
jawab pengumpulan 

5. Data/informasi kinerja yang 
disampaikan dalam LKj telah 
diyakini keandalannya 

6. Analisis/penjelasan dalam LKj 
telah diketahui oleh unit kerja 
terkait 

7. LKj Kementerian Agama 
merupakan gabungan partisipasi 
dsiri dibawahnya 

III Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah 
sesuai dengan tujuan/ sasaran 
dalam perjanjian kinerja 

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah 

3. J i k a butir 1 dan 2 jawabannya 
tidak, maka terdapat penjelasan 
yang memadai 

4. Tujuan / sasaran dalam LKj telah 
sesuai dengan tujuan/ sasaran 
dalam Indikator Kinerja Utama 

5. J i k a butir 3 dan 4 jawabanya tidak, 
maka terdapat penjelasan yang 
memadai 

6. Telah terdapat perbandingan data 
kinerja dengan tahun lalu, standar 
nasional dan sebagainya yang 
bermanfaat 
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No P e r n y a t a a n Check list 

7. I n d i k a t o r K i n e r j a t e l a h c u k u p 
m e n g u k u r t u j u a n / s a s a r a n 

8. J i k a " t i d a k " t e l a h t e r d a p a t 
p e n j e l a s a n y a n g m e m a d a i 

9. I n d i k a t o r K i n e r j a t e l a h S M A R T 
[specific, measurable, achiveable, 

relevant, timebound) 
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FORMAT SAKIP.09 

S is temat ika Laporan Kiner ja T a h u n a n 

Bab I Pendahuluan 
Pada bab ini d isaj ikan penjelasan u m u m organisasi , dengan 
penekanan kepada aspek strategis organisasi dan permasalahan 
u t a m a (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. 

Bab II Perencanaan Kiner ja 
Pada bab ini d iura ikan r ingkasan/ikht isar perjanjian kiner ja 
t ahun yang berjalan. 

Bab I I I Akuntabi l i tas Kiner ja 
A. Capa ian Kiner ja Organisasi 

Pada sub bab ini disaj ikan capaian kiner ja organisasi u n t u k 
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai 
dengan has i l pengukuran kinerja organisasi. Un tuk setiap 
pemyataan kinerja sasaran strategis tersebut d i l akukan 
anal is is capaian kinerja sebagai berikut: 
1. Membandingkan antara target dan real isasi k iner ja tahun 

berjalan; 
2. Membandingkan antara real isasi k iner ja dan capaian 

kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam 
masa renstra berjalan; 

3. Membandingkan real isasi kinerja sampai dengan tahun 
berjalan dengan terget j angka menengah yang terdapat 
dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 

4. Membandingkan real isasi k iner ja tahun berjalan dengan 
standar nasional ; 

5. Anal is is penyebab keberhasilan/kegagalan atau 
peningkatan/penurunan kinerja serta alternati f solusi 
yang telah d i l akukan ; 

6. Anal is is atas efisiensi penggunaan sumber daya; 
7. Anal is is program/kegiatan yang menunjang keberhasi ian 

a taupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 
B . Real isas i Anggaran 

Pada sub bab in i d iura ikan real isasi anggaran yang telah 
d igunakan u n t u k mewujudkan kiner ja organisasi sesuai 
dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 

Bab IV Penutup 
Pada bab in i d iura ikan s impulan u m u m atas capaian kinerja 
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan 
d i l akukan organisasi u n t u k meningkatkan kiner janya. 

Lampiran: 
1. Perjanjian Kinerja; dan 
2. La in - l a in yang dianggap perlu. 
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FORMAT STANDAR LAPORAN K I N E R J A 

Sebelum me laksanakan penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan template 
format standar in i , ha rus diperhatikan hal -hal sebagai berikut: 
1. <isi tahun>: t ahun pe laksanaan kinerja di tahun sebelumnya; 
2. <nama satker/UPT>: nama satuan kerja/Unit Pe laksana Tekn is pada 

Kementerian Agama; 
3. Contoh format yang disaj ikan merupakan format min imal , satker/UPT 

dapat me lakukan perubahan terhadap bahasa yang d igunakan dalam 
contoh format sesuai sclera dan kebutuhan masing-masing sesuai 
s tandarstandar laporan kinerja; 

4. satker/UPT diberi kebebasan membuat tampilan laporan kinerja, 
menambahkan informasi penting la innya sesuai sclera dan kebutuhan 
masing-masing, asa lkan substans i minimal ha rus ada telah terpenuhi 
dan sesuai standar. 
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LAPORAN KINERJA 
<isi nama satker/UPT> 
T A H U N <isi tahun> 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Al lah, T u h a n semesta a lam, atas r idha-Nya sehingga 
Laporan Kinerja (LKj) <isi nama satker/UPT> T a h u n <isi tahun> dapat 
diselesaikan. Laporan Kiner ja ini d i susun sebagai wujud t ransparans i dan 
akuntabi l i tas <isi nama satker/UPT> dalam me laksanakan tugas dan fungsi 
organisasi se lama tahun <isi tahun>. 

T a h u n <isi tahun> merupakan tahun yang penuh dengan d inamika 
dan tantangan, di mana <isi nama satker/UPT> terus berupaya 
meningkatkan kua l i tas pelayanan, koordinasi, dan dukungan administras i 
demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik [good governance). 
Berbagai inovasi dan langkah strategis telah d i l akukan u n t u k memast ikan 
bahwa se luruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan 
target yang telah ditetapkan. 

Laporan in i memuat capaian kinerja <isi nama satker/UPT> yang 
meliputi aspek-aspek pengelolaan keuangan, kepegawaian, sa rana dan 
prasarana, serta dukungan teknis administrat i f la innya. Selain i tu , laporan 
ini juga menguraikan berbagai upaya yang telah d i l akukan dalam 
mendukung pe laksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama, 
termasuk dalam ha l peningkatan kual i tas pelayanan publik, penguatan tata 
kelola, dan pengembangan sumber daya manus ia . 

Akh i r kata , kami mengucapkan terima kas ih yang sebesar-besarnya 
kepada se luruh ja ja ran <isi nama satker/UPT>, un i t kerja di l ingkungan 
Kementerian Agama, serta semua pihak yang telah berkontr ibusi dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi <isi nama satker/UPT>. Semoga laporan ini 
dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan program-program <isi nama satker/UPT> di masa mendatang. 

<isi lokasi satker>, <isi tanggal, bulan, dan tahun saat ini> 

<isi jabatan pimpinan satker>, 

Tanda tangan basah 

<isi nama pimpinan satker> 
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IKHTISAR E K S E K U T I F 

Laporan Kiner ja <isi nama satker/UPT> T a h u n <isi tahun> ini d i susun 
sebagai pertanggungjawaban kinerja <isi nama satker/UPT> pada tahun <isi 
tahun>. Sesua i dengan Peraturan Presiden Nomor 29 T a h u n 2014 tentang 
Sistem Akuntabi l i tas Kiner ja Ins tans i Pemerintah (SAKIP) d imana pimpinan 
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, 
Sa tuan Kerja a t au Uni t Kerja di da lamnya, u n t u k membuat laporan 
akuntabi l i tas k iner ja secara berjenjang serta berkala u n t u k d isampaikan 
kepada p impinan yang lebih tinggi sebagai bagian dar i SAKIP . 
Laporan Kiner ja <isi nama satker/UPT> in i menggambarkan pe laksanaan 
kegiatan dan program <isi nama satker/UPT> sepanjang tahun <isi tahun> 
yang mengacu pada Keputusan Kepala <isi nama satker/UPT> Nomor < > 
T a h u n <isi tahun keputusan> tentang Rencana Strategis <isi nama 
satker/UPT> T a h u n <isi tahun>-<isi tahun> dan Perjanjian Kiner ja Kepala 
<isi nama satker/UPT> T a h u n <isi tahun>. Dan Keputusan Menteri Agama 
Nomor 94 T a h u n 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kiner ja 
dan Ta ta C a r a Rev iu Atas Laporan Kinerja Kementerian Agama, 
mengamanatkan bahwa <isi nama satker/UPT> berkewajiban u n t u k 
menyusun Laporan Kiner ja sebagai bentuk pertanggungjawaban yang 
menggambarkan pe laksanaan kegiatan dan program sepanjang tahun <isi 
tahun>. 
<isi nama satker/UPT> mendukung <isi jumlah Sasaran Kegiatan> dari ... 
Sasaran Strategis Kementerian Agama ya i tu : 
1. <isi nama Sasaran Kegiatannya> 
2. 
3. dst. 
Kinerja <isi nama satker/UPT> se lama tahun <isi tahun> dapat dil ihat dar i 
beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Dokumen Perjanjian Kinerja 
T a h u n <isi tahun> melalui capaian <isi jumlah> Sasa ran Kegiatan dengan 
<isi jumlah> Indikator Kinerja Sasa ran Kegiatan ( IKSK) , capaian kinerja 
la innya dan capaian pe laksanaan kiner ja anggaran. Nilai Rerata Capa ian 
Kinerja Sasa ran Kegiatan pada tahun <isi tahun> sebesar <isi jumlah> % 
dengan kategori <isi kategori capaian> a tau mengalami 
kena ikan/penurunan sebesar <isi jumlah>% dar i t ahun <sehelumnya> ya i tu 
sebesar <isi jumlah>%. 
Untuk Sasa ran Kegiatan dengan capaian kiner ja tertinggi ya i tu dengan 
r inc ian sebagai berikut: 

Contoh: 
Sasaran Kegiatan 6, yaitu Meningkatnya Intensitas penyelesaian konflik intra 
umat beragama Khonghucu melalui pendekatan moderasi beragama dengan 
capaian kinerja sebesar 105,26% dengan Indikator Kinerja Persentase kasus 
konflik intra umat beragama yang diselesaikan. Tingginya capaian kinerja ini 
disebabkan nilai kinerja sebesar 100,00 atau 105,26% melampaui dari target yang 
sudah tetapkan sebesar 95,00 dengan kategori Sangat Baik. 

Se lanjutnya sasa ran kiner ja terendah pada tahun <isi tahun>, terdapat pada 
Sasaran kegiatan ... y akn i <uraikan kegiatannya> 

Contoh: 
Sasaran kegiatan 39 yakni Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, 
penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) pada indikator Persentase. 
Dengan capaian nilai kinerja sebesar 65,25 atau 68,68% belum mencapai target 
yang sudah tetapkan sebesar 95,00. Hal ini terjadi karena minimnya pelaksanaan 
kediklatan yang dilakukan oleh Balai Diklat pada Kementerian Agama, serta 
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secara kualifikasi pendidikan tidak cukup banyak ASN yang meningkatkan jenjang 
pendidikannya. 

Selanjutnya, u n t u k pe laksanaan anggaran tahun <isi tahun>, <isi nama 
satker/UPT> memperoleh anggaran awal sebesar Rp<isi jumlah> setelah 
mendapat tambahan anggaran menjadi sebesar Rp<isi jumlah> a tau 
mengalami kena ikan anggaran sebesar Rp<isi jumlah> 
(kena ikan/penurunan <isi jumlah>%) dari anggaran awal sebelumnya. 
Anggaran <isi nama satker/UPT> tahun <isi tahun>, bi la dibandingkan 
dengan tahun <tahun sebelumnya> sebesar Rp<isi jumlah pada tahun 
sehelumnya> mengalami kenaikan/ penurunan sebesar Rp<isi jumlah> 
atau <isi jumlah>%. Kenaikan/penurunan anggaran ini d isebabkan karena 
<isi penyehah>. 
Disamping i tu juga , <isi nama satker/UPT> me laksanakan capaian kinerja 
la innya yang berhasi l memperoleh apresiasi dan penghargaan dar i ins tans i 
la in, d iantaranya: 
a. <isi capaian kinerja lainnya> 
h. 
c. dst. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Dalam upaya mewujudkan vis i dan mis i organisasi, setiap un i t kerja 
pemerintah di tuntut u n t u k menyelenggarakan good governance (tata 
kelola pemerintahan yang baik) yang sa lah satu komponennya 
akuntabi l i tas . G u n a mewujudkan akuntabi l i tas d imaksud , Peraturan 
Presiden Nomor 29 T a h u n 2014 tentang Sistem Akuntabi l i tas Kinerja 
Ins tans i Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Reformasi B i rokras i Nomor 53 T a h u n 2014 tentang Petunjuk 
Tekn is Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Ta ta C a r a Reviu atas 
Laporan Kiner ja Ins tans i Pemerintah mengamanatkan bahwa pelaporan 
kiner ja merupakan bentuk akuntabi l i tas dari pe laksanaan tugas dan 
fungsi yang d iamanatkan kepada setiap instans i pemerintah atas 
penggunaan anggaran, oleh karena i tu , setiap kementerian/lembaga 
ha rus melaporkan kiner janya. 
Laporan kiner ja <isi nama satker/UPT> T a h u n <isi tahun> merupakan 
bentuk akuntabi l i tas dar i pe laksanaan tugas dan fungsi sebagai salah 
uni t eselon I I / I I I di l ingkungan Kementerian Agama R I yang mempunyai 
tugas membantu Menteri Agama dalam menyelenggarakan sebagian 
tugas u m u m pemerintah dan pembangunan di bidang agama pada 
tingkat provinsi/kabupaten/kota. Da lam rangka pe laksanaan tugas, 
<isi nama satker/UPT> telah menyusun indikator kiner ja sasaran 
program dan indikator kiner ja sasaran kegiatan yang di tuangkan ke 
dalam dokumen Perjanjian Kinerja. 
Pelaporan dan anal is is atas capaian kiner ja d i l akukan secara 
komprehensif, yang a k a n disaj ikan pada bagian akh i r laporan sebagai 
upaya ke depan yang a k a n ditempuh <isi nama satker/UPT> u n t u k 
meningkatkan dan mengakselerasi capaian kiner ja di m a s a mendatang. 

B. Maksud dan Tujuan 
Maksud penyusunan laporan in i sebagai bentuk pertanggungjawaban 
akuntabi l i tas kiner ja <isi nama satker/UPT> dalam me laksanakan 
tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran u n t u k mencapai 
sasaran/target yang telah ditetapkan se lama t ahun <isi tahun>. 
T u j u a n dar i penyusunan laporan in i u n t u k menggambarkan has i l 
evaluasi atas pencapaian kiner ja <isi nama satker/UPT> dan dukungan 
terhadap sasaran program selama tahun <isi tahun>, yang se lanjutnya 
di jadikan bahan m a s u k k a n dalam penetapan kebi jakan dan strategi 
pada tahun ber ikutnya. 

C. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 T a h u n 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 T a h u n 2019 
tentang Orga i sas i dan Ta ta Kerja Intans i Vert ikal Kementenan Agama, 
<isi nama satker/UPT> mempunyai tugas <isi uraian tugas satker>. 
Dalam me laksanakan tugas tersebut, <isi nama satker/UPT> 
menyelenggarakan fungsi: 
1. <isi uraian fungsi satker> 
2. 
3. dst. 



- 51 -

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 T a h u n 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 T a h u n 2019 
tentang Organisasi dan Ta ta Kerja Intans i Ver t ika l Kementer ian Agama, 
S u s u n a n Organisasi <isi nama satker/UPT> y a k n i : 

<Gambar. Struktur Organisasi nama 8atker> 
Contoh: 
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Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementer ian Agama 

Dalam me laksanakan tugas dan fungsi tersebut, <i8i nama 
satker/UPT> mempunyai s u s u n a n organisasi yang terdiri dar i <isi 
jumlah> Uni t Ker ja dan Kelompok J a b a t a n Fungsinoal di bawah 
koordinasi <i8i nama 8atker/UPT> yang dapat di u ra i kan sebagai 
berikut: 
1. <uraian unit kerja> 
2 . 
3 . 
U n t u k me laksanakan tugas tersebut, <i8i nama satker/UPT> d idukung 
pegawai sebanyak <isi jumlah> orang ASN yang terdiri dari : 

::;ontoh: 
Grdttk M Gratfk 1 2 
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E . Permasalahan Utama 
Dalam me laksanakan aspek strategis, <isi nama satker/UPT> sebagai 
sa lah sa tu un i t ker ja pada Kementerian Agama mengalami beberapa 
kendala a tau permasalahan u n t u k mengakselerasi kegiatan da lam 
upaya pencapaian program dan kegiatan prioritas baik yang bersifat 
nasional m a u p u n bersifat internal . 

Contoh: 
Tabel 1. Kendala dan Permasalahan Utama Kantor Wilayah Kementerian Agama 
No Permasalahan Utama Kendala Tindak Lanjut 

Rendahnya Kualitas SDM 
dan Kompetensi Aparatur 
• Masih adanya kesenjangan 
kompetensi SDM dalam 
menghadapi tuntutan kerja 
yang semakin kompleks. 
• Kurangnya tenaga ahli 
dibidang tertentu yang 
dibutuhkan. 

Kurangnya SDM 
Berkualitas 
• Jumlah SDM yang 
terbatas, terutama di 
daerah terpencil. 
• Kurangnya pelatihan 
dan pengembangan 
kompetensi aparatur. 

Peningkatan 
Kualitas SDM 
• Menyediakan 
pelatihan dan 
pengembangan 
kompetensi 
secara berkala. 
• Merekrut 
tenaga ahli di 
bidang yang 
dibutuhkan. 
• Meningkatkan 
kesejahteraan 
aparatur untuk 
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m e n i n g k a t k a n 
m o t i v a s i k e r j a . 

Transformasi Digital yang 
Belum Optimal: 
• S i s t e m i n f o r m a s i d a n 
l a y a n a n d ig i ta l m a s i h 
t e r f r a g m e n t a s i , s e h i n g g a 
m e n g h a m b a t e f i s i ens i 
p e l a y a n a n a d m i n i s t r a s i . 
• K u r a n g n y a k e s i a p a n S D M 
d a l a m m e n g a d o p s i t ekno log i 
b a r u . 

Keterbatasan 
Infrastruktur 
Teknologi: 
• I n f r a s t r u k t u r tekno log i 
y a n g b e l u m m e m a d a i 
u n t u k m e n d u k u n g 
t r a n s f o r m a s i d ig i ta l . 
• K e t e r b a t a s a n j a r i n g a n 
i n t e r n e t d i d a e r a h 
t e rpenc i l . 

F . Sistematika Pelaporan 

BAB I PENDAHULUAN 
Bagian in i menyaj ikan penjelasan u m u m organisasi dengan penekanan 
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan u tama (strategic 
issues) yang sedang dihadapi organisasi. 

BAB I I PERENCANAAN K I N E R J A 
Pada bab in i d iura ikan r ingkasan/ikht isar perjanjian k iner ja tahun yang 
berjalan. 

BAB I I I AKUNTABILITAS K I N E R J A 
Bab ini dibagi menjadi tiga bagian, ya i tu: 
a) Bagian 1, Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian 

kiner ja <isi nama satker/UPT> u n t u k setiap pernyataan kinerja 
sasaran program <isi nama satker/UPT> T a h u n <diisi tahun> 
sesuai dengan has i l pengukuran kinerja dan anal is is serta evaluasi 
terhadap capaian kinerja tersebut; 

b) Bagian 2, Capaian Kinerja Lainnya, yang menguraikan tentang 
capaian kiner ja monumental yang tidak terdapat dalam perjanjian 
kiner ja dan menjadi indikator keberhasi ian <isi nama 
satker/UPT>; dan 

c) Bagian 3, Capaian Anggaran, yang menguraikan tentang anggaran 
yang d igunakan u n t u k mewujudkan kiner ja <isi nama 
satker/UPT> sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja <isi nama 
satker/UPT> T a h u n <diisi tahun>. 

BAB IV PENUTUP 
Bagian ini mengura ikan tentang kes impulan u m u m atas capaian kinerja 
<isi nama satker/UPT> selama T a h u n <diisi tahun> dan rekomendasi 
un tuk perbaikan kiner ja di tahun selanjutnya. 
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BAB I I 
PERENCANAAN K I N E R J A 

A. Rencana Strategis <isi nama satker> 
Vis i <isi nama satker> <isi tahun periode renstra> 
<uraikan rumusan v is i sesuai dokumen Renstra masing-masing 
Satker> 

Misi: 
1. <uraikan rumusan Misi sesuai dokumen Renstra masing-masing 

Satker>; 
2 
3. dst 

Tu juan strategis: 
1. <uraikan rumusan tujuan strategis sesuai dokumen Renstra 

masing-masing Satker>; 
2 
3. dst 

Sasa ran program, sasaran kegiatan 
1. <uraikan rumusan sasaran program dan sasaran kegiatan sesuai 

dokumen Renstra masing-masing Satker>; 
2 
3. dst 

Contoh: 
Tabel 2.1 Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK) 

Kode Sasaran Program Sasaran Kegiatan 
S P l Meningkatnya kualitas 

bimbingan dan penyuluhan 
agama 

Meningkatnya kualitas penyuluhan 
agama 

SP2 Menurunnya frekuensi isu-isu 
kerukunan umat beragama 

Meningkatnya kualitas pelayanan 
perlindungan umat beragama 

SP3 

Meningkatnya intensitas 
penyelesaian konflik intra umat 
beragama melalui pendekatan 
moderasi beragama 

Menguatnya peran lembaga agama, 
organisasi sosial keagamaan, tokoh 
agama, tokoh masyarakat sebagai 
perekat persatuan dan kesatuan 
bangsa 

SP4 Meningkatnya kualitas 
pembinaan moderasi beragama 

Menguatnya Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) 

SP4 Meningkatnya kualitas 
pembinaan moderasi beragama 

Meningkatnya kualitas pembinaan 
kerukunan intra umat beragama SP4 Meningkatnya kualitas 

pembinaan moderasi beragama 
Meningkatnya kualitas moderasi 
beragama penyuluh agama 

SP5 

Menurunnya aksi konfrontatif 
terhadap tradisi dan ritual 
budaya dengan 
mengatasnamakan agama 

Menguatnya dialog lintas agama dan 
budaya 

SP6 
Meningkatnya kualitas layanan 
administrasi dan literatur 
keagamaan 

Meningkatnya kualitas sarana 
pendukung pelayanan keagamaan 

B. Perjanjian Kinerja 
Perjanjian Kinerja <isi nama satker/UPT> T a h u n <isi tahun> d i susun 
dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kiner ja dengan 
memperhat ikan dokumen pe laksanaan anggaran sesuai dengan amanat 
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Peraturan Presiden Republ ik Indonesia Nomor 29 T a h u n 2014. Pada 
dokumen Perjanjian Kiner ja <isi nama satker/UPT> T a h u n <isi tahun> 
telah ditetapkan <isi Jumlah> Sasa ran Kiner ja dan <isi jumlah> 
Indikator Kiner ja sebagaimana dokumen yang telah ditetapkan 
<sesuaikan dengan Perjanjian Kinerja> 
Memuat Perjanjian Kiner ja a tau tabel target kiner ja (Perkin) dengan 
Indikator target > 0 

Contoh: 
Perjanjian Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bal i Tahun 2024 
merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Sekjen Kementerian Agama 
RI kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali untuk melaksanakan 
program/kegiatan yang diamanatkan disertai dengan indikator kinerja. Melalui 
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen Kanwil Kementerian Agama Provinsi 
Bali selaku penerima amanah dan merupakan kesepakatan antara Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi Bali dan Sekjen Kementerian Agama RI selaku 
pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan 
wewenang serta sumber daya yang tersedia pada Kanwil Kementerian Agama 
Provinsi Bali. Kinerja yang disepakati dalam perjanjian kinerja tidak dibatasi pada 
kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk 
kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 
sebelumnya, sehingga berkesinambungan, untuk menjamin tercapainya sasaran 
dan target Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali secara optimal dan tepat 
waktu. 
Dalam penyusunan sasaran stategis selalu mangacu kepada visi misi Kementerian 
Agama, sasaran strategis telah ditetapkan dan mengacu kepada Peraturan 
Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 
Agama Tahun 2020 - 2024. Dalam Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 Kanwil 
Kementerian Agama Provinsi Bali telah menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran 
Program (SP), dari 10 Sasaran Strategis ditetapkan 53 (lima puluh tiga) Sasaran 
Kegiatan (SK) dan 140 (seratus empat puluh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). 
Gambaran IKK tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah 
disepakati/diperjanjikan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kanwil/Kankemenag Tahun 2024 
No Sasaran Kegiatan Indikator Target 

1 

Meningkatnya 
kualitas bimbingan 
dan penyuluhan 
agama 

a. Nilai kinerja penyuluh agama 85 Nilai 

1 

Meningkatnya 
kualitas bimbingan 
dan penyuluhan 
agama 

b. Persentase penyuluh agama 
yang dibina 

100% 

1 

Meningkatnya 
kualitas bimbingan 
dan penyuluhan 
agama 

c. Jumlah penyiar agama yang 
dibina kompetensi 

502 Orang 1 

Meningkatnya 
kualitas bimbingan 
dan penyuluhan 
agama 

d. Jumlah kelompok sasaran 
penyuluh yang diberdayakan 

398 
Kelompok 

2 
Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
perlindungan umat 
beragama 

a. Persentase jumlah kasus 
pelanggaran hak beragama yang 
ditindaklanjuti 

100 % 

2 
Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
perlindungan umat 
beragama 

b. Jumlah aktor kerukunan yang 
dibina 

200 Orang 2 
Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
perlindungan umat 
beragama c. Jumlah desa sadar kerukunan 

yang dibina 
1 Desa 

3 

Menguatnya peran 
lembaga agama, 
organisasi sosial 
keagamaan, tokoh 
agama, tokoh 
masyarakat sebagai 
perekat persatuan 
dan kesatuan bangsa 

a. Jumlah lembaga agama, 
organisasi sosial keagamaan, 
tokoh agama, tokoh masyarakat 
yang difasilitasi 

6 Lembaga 

3 

Menguatnya peran 
lembaga agama, 
organisasi sosial 
keagamaan, tokoh 
agama, tokoh 
masyarakat sebagai 
perekat persatuan 
dan kesatuan bangsa 

b. Jumlah forum dialog antar 
umat beragama yang 
diselenggarakan 

11 kegiatan 
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4 
Menguatnya Forum 
Kerukunan Umat 
Deragama (rKUo) 

Persentase Sekber FKUB yang 
ditingkatkan layanannya melalui 
BOP 

100 % 

5 
Meningkatnya 
kualitas pembinaan 
kerukunan intra 
umat beragama 

a. Persentase lembaga agama, 
organisasi sosial keagamaan, 
tokoh agama, tokoh masyarakat 
yang dibina kerukunan 

100 % 

5 
Meningkatnya 
kualitas pembinaan 
kerukunan intra 
umat beragama b. Jumlah forum dialog intra umat 

beragama yang diselenggarakan 
7 Kegiatan 

6 

Meningkatnya 
kualitas moderasi 
n f * r a o " n m 5 i r^f^tT^n i li»Vi u ^ i c t ^ a - i i i d L /^ i i y u . i L 4 i i 

agama 

Prosentase penyuluh agama yang 
berwawasan moderat 

100 % 

7 

Meningkatnya 
pengelolaan rumah 
ibadah sebagai pusat 
syiar agama yang 
toleran 

a. Persentase rumah ibadah yang 
ram ah 

100 % 

7 

Meningkatnya 
pengelolaan rumah 
ibadah sebagai pusat 
syiar agama yang 
toleran 

b. Persentase pengelola rumah 
ibadah yang dibina 

4 0 % 

Sesuai dengan Sura t pengesahan Daftar Is ian Pe laksanaan Anggaran 
Petikan T a h u n Anggaran 2024 Nomor: (Nomor DIPA) tanggal (tanggal 
pengesahan DIPA) <isi nama satker> mengelola anggaran sebesar 
<jumlah anggaran>. 
Dalam rangka upaya mewujudkan kiner ja yang telah diperjanj ikan pada 
Perjanjian Kiner ja <isi tahun>, ditetapkanlah RKA <lsi tahun>, yang 
terdiri dar i <jumlah program> dan <jumlah kegiatan> sebagai berikut: 
<Memuat data atau tabel Perencanaan Anggaran (DIPA)> 

Contoh: 
Tabel 2.3 Tabel DIPA 2024 

PROGRAM ANGGARAN 
Program Dukungan Manajemen 466.261.736.000 
2099 Pembinaan Administrasi Kepegawaian 273.937.000 
2100 Pembinaan Administrasi Keuangan dan 62.957.029.000 

BMN 
2101 Pembinaan Administrasi Organisasi dan 346.065.000 

Tata Laksana 
2102 Pembinaan Administrasi Perencanaan 241.573.000 
2103 Pembinaan Administrasi Umum 22.672.251.000 
2106 Pembinaan Administrasi Informasi 306.287.000 

Keagamaan dan Kehumasan 
2125 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 2.878.941.000 

Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam 
2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan 14.323.390.000 

Pelayanan Tugas Teknis Lainnya 
Pendidikan Islam 
2138 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 250.000.000 

Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen 
2141 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 326.615.000 

Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik 
2144 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 4.950.412.000 

Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu 
2146 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 90.000.000 

Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha 
2150 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 2.133.489.000 

Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan 
Haji dan Umrah 
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5 1 0 0 P e n y e l e n g g a r a a n A d m i n i s t r a s i 1 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P e r k a n t o r a n P e n d i d i k a n B i m a s K r i s t e n 

5 1 0 2 P e n y e l e n g g a r a a n A d m i n i s t r a s i 2 6 5 . 5 5 1 . 0 0 0 
P e r k a n t o r a n P e n d i d i k a n B i m a s K a t o l i k 

5 1 0 3 P e n y e l e n g g a r a a n A d m i n i s t r a s i 5 . 0 2 5 . 8 1 9 . 0 0 0 
P e r k a n t o r a n P e n d i d i k a n B i m a s H i n d u 

5 1 0 5 P e n y e l e n g g a r a a n A d m i n i s t r a s i 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
P e r k a n t o r a n P e n d i d i k a n B i m a s B u d h a 

6708 Dukungan Manajemen Pendidikan 348.082.377.000 
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BAB I I I 
AKUNTABILITAS K I N E R J A 

A. Capaian Kinerja Organisasi 
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 
Indikator Kiner ja Sasa ran Kegiatan ( IKSK) merupakan u k u r a n 
keberhasi ian yang menggambarkan kinerja u t a m a Kementerian Agama 
sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. 
I K S K dipil ih dar i seperangkat indikator kiner ja yang berhasi l 
diidentif ikasi dengan memperhat ikan proses b isnis dan kr i ter ia indikator 
kinerja yang baik. Indikator Kinerja pada tingkat <isi nama 
satker/UPT> adalah indikator has i l (outcome) dan dampak (impact) yang 
akan dicapai pada T a h u n <isi tahun> sesuai tugas, fungsi dan 
Kewenangan <isi nama satker/UPT> T a h u n <isi tahun>. 

Pengukuran Kinerja 
Sa lah sa tu pondasi u t a m a dalam pengelolaan birokrasi adalah 
pengukuran kiner ja sebagai cara un tuk menjamin adanya peningkatan 
layanan publ ik dan akuntabi l i tas dengan me lakukan klar i f ikas i outcome. 
Pengukuran kiner ja d i l akukan dengan membandingkan antara kinerja 
aktua l (fakta yang ada) dengan kinerja yang d iharapkan (target). 
Pengukuran ini d i l akukan secara berkala, ya i tu t r iwulanan dan 
tahunan . Da lam rangka mempertanggungjawabkan kiner ja, d i l akukan 
pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan u k u r n y a masing-
masing, ya i tu : 
a. Pengukuran indikator yang d inyatakan dalam sa tuan indeks 

diperoleh dari has i l survei , baik internal maupun eksternal . 
b. Pengukuran indikator yang d inyatakan dalam satuan 

angka/rerata/predikat/ opini diperoleh dar i data 
sekunder/p ihak/ instans i yang berwenang. 

c. Pengukuran indikator yang d inyatakan dalam sa tuan persentase 
diperoleh dar i j u m l a h capaian dibanding total j u m l a h sa tuan 
masing-masing indikator. 

d. Ba tas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri 
Agama Nomor 94 T a h u n 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja, dan Ta ta C a r a Rev iu atas Laporan Kiner ja pada 
Kementer ian Agama adalah 120% dan batas bawah capaian kinerja 
ada lah 0%. U n t u k menetapkan kategori capaian kiner ja telah 
ditetapkan empat kategori capaian k iner ja sebagaimana tabel 
berikut: 

Tabel 3 .1 Kategori Capaian Kinerja 
No Kategori Rentang Nilai Kode 

1 Sangat B a i k > 100 - 120 B i r u 
2 B a i k 80 - 100 Hi jau 
3 C u k u p 5 0 - 7 9 , 9 9 Kun ing 
4 Kurang < 50 Merah 

Adapun rerata capaian kinerja <isi nama satker/UPT> T a h u n <isi 
tahun> sebagaimana tabel berikut: <uraikan capaian kinerja satker 
sesuai hasi l pengukuran kinerja dalam tabel> 
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Contoh: 

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Kanwil Tahun 2024 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Sasaran Kegiatan Target 

Realisasi dan Capaian 
Kategori No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 

Sasaran Kegiatan Target Realisasi Capaian 
(%) 

Kategori 

1 Meningkatnya 
kualitas 
bimbingan dan 
penyuluhan 
agama 

a. Nilai kinerja 
penyuluh agama 

85 85 100,00 Baik 

b. Persentase 
penyuluh agama 
yang dibina 

100 100 100,00 Baik 

c. Jumlah penyiar 
agama yang dibina 
kompetensi 

502 502 100,00 Baik 

d. Jumlah 
kelompok sasaran 
penyuluh yang 
diberdayakan 

398 398 100,00 Baik 

Rerata Capaian IKSK 1 100,00 Baik 
2 Meningkatnya 

kualitas pelayanan 
perlindungan 
umat beragama 

a. Persentase 
jumlah kasus 
pelanggaran hak 
beragama yang 
ditindaklanjuti 

100 100 100,00 Baik 

b. Jumlah aktor 
kerukunan yang 
dibina 

200 320 160,00% Sangat Baik 

c. Jumlah desa 
sadar kerukunan 
yang dibina 

1 1 100,00 Baik 

Rerata Capaian IKSK 2 120,00% Sangat Baik 

3 dst 

Nilai Capaian Kinerja Kanwil Tahun 2024 
• 

106,48 Sangat Baik 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa ni la i capaian kinerja <isi 
nama satker/UPT> T a h u n <isi tahun> sebesar <isi total rerata (Kategori)> 
dengan <isi jumlah> sasa ran kegiatan dan <isi jumlah> indikator kinerja 
sasaran kegiatan, dengan penjelasan capaian masing-masing sasa ran dan 
indikator sebagai berikut: 
<Uraikan dan je laskan capaian masing-masing sasaran kegiatan dan 
indikator> 
1. Analisa dan evaluasi target dan realisasi capaian perkin per I K S K . 
2. Perbandingan target dan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya 

di setiap indikator kinerja. 
3. Rekomendasi , permasalahan/tantangan dan rencana langkah tindak 

lanjut yang akan di lakukan kedepan. 
4. Hasil Laporan Kinerja (rekomendasi/saran) tahun sebelumnya yang 

telah dilaksanakan. 
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Contoh: 
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas penyuluhan agama 
Sasaran kegiatan in i ada 4 (empat) indikator sasa ran kegiatan ( IKSK) ya i tu : (1) 
Nilai Kiner ja Penyuluh, (2) Persentase Penyuluh Agama yang Dibina, (3) J u m l a h 
Penyiar Agama yang dibina, (4) J u m l a h Kelompok Sasa ran Penyuluh yang 
Diberdayakan. Perbandingan Target dan real isasi pada I K S K ( l )Ni lai Kiner ja 
Penyuluh Agama yang dib ina dan (2)Persentase Penyuluh Agama yang Dib ina 
mencapai 100% sesuai dengan target yang telah d i tentukan a tau baik, sedangkan 
Perbandingan Target dan real isasi pada I K S K (3 )Jumlah Penyiar Agama yang 
dibina mencapai 118 ,75% dan (4 )Jumlah Kelompok sasaran penyuluh yang 
diberdayakan mencapai 106,36% melebihi target yang telah d i rencanakan a tau 
sangat baik, sehingga memperoleh rerata capaian 106,28% yang art inya bahwa 
pada sasaran Kegiatan Meningkatnya Kual i tas penyuluhan agama, Capa ian 
Kinerja telah sesua i dan melebihi target yang telah d i rencanakan. 

Tabel 3.3 Perbandingan Targ et dan Realisasi Sasaran Kegia tan (1) 

Sasaran 
Kegiatan Indikator Kinerja Target 

Capaian Status 
Capaian 

Sasaran 
Kegiatan Indikator Kinerja Target Jumlah % 

Status 
Capaian 

Meningkatnya 
kualitas 
penyuluhan 
agama 

1. Nilai kinerja 
penjmluh agama 

90 90 100 Baik Meningkatnya 
kualitas 
penyuluhan 
agama 2. Persentase 

penyuluh agama 
yang dibina 

100 100 100 Baik 

Meningkatnya 
kualitas 
penyuluhan 
agama 

3. Jumlah penyiar 
agama yang 
dibina 
kompetensi 

48 57 118,75 Sangat Baik 

Meningkatnya 
kualitas 
penyuluhan 
agama 

4.Jumlah kelompok 
sasaran 
penyuluh yang 
diberdayakan 

110 117 106,36 Sangat baik 

Rata-Rata Capaian Sasaran 1 106,28% Sangat Baik 

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 
serta Target Akhir Jangka Menengah/Renstra 

Indikator 
Kinerja Satuan 

Real isas i Perbandin 
gan 2023 

& 2 0 2 4 

Target 
Akhir 

Renstra 
2024 

Capaian 
% Kategori Indikator 

Kinerja Satuan 
2023 2024 

Perbandin 
gan 2023 

& 2 0 2 4 

Target 
Akhir 

Renstra 
2024 

Capaian 
% Kategori 

1. Nilai 
k iner ja 
penyu luh 
agama 

Nilai 100 90 T u r u n 90 100 Ba ik 

2. Persentase 
penyu luh 
agama 
yang d ib ina 

% 100 100 Tetap 100 100 B a i k 

3. J u m l a h 
penyiar 
agama 
yang d ib ina 
kompetensi 

Orang 48 57 Naik 48 118,75 Sangat 
baik 
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4. J u m i a n Kelompok 145 117 T u r u n 110 106,36 Sangat 
kelompok baik 
sasaran 
penyu luh 
yang 
diberdayak 
a n 

Tabel 3.5 Analisa Keberhasilan/kegagalan Capaian Realisasi Kinerja dan Solusi 
yang dilakukan 

Indikator 
Kinerja Target Capaian 

Analisa 
keberhasiian / kegagala 

n 
Solusi yang 
dilakukan 

Jml 
1 .Nilai kinerja 

penyuluh 
agama 

2.Persentase 
penyuluh 
agama yang 
dibina 

3.Jumlah penyiar 
agama yang 
dibina 
kompetensi 

4.Jumlah 
kelompok 
sasaran 
penyuluh yang 
diberdayakan 

90 90 100 

100 100 100 

48 57 118,75 

110 117 106,36 

Dasar Pelaksanaan 
Kinerja Penyuluh Agama 
Islam, Permenpan RB 
No. 9 Tahun 2021 
tentang Jabatan 
Fungsional Penyuluh 
Agama dan Kepdirjend 
Bimas Islam No. 504 
Tahun 2022 tentang 
Pedoman PAI Non PNS, 
dengan keberhasiian 
Rerata Capaian Kinerja 
pada sasaran kegiatan 
Meningkatnya kualitas 
Penyuluhan Agama 
sebesar 106,28% artinya 
keberhasiian IKSK 1-4 
merupakan hasil kerja 
bareng seluruh 
Penyuluh Agama Islam 
Kota Malang dan 
dukungan / keterlibatan 
pimpinan Kantor 
Kementerian Agama 
Kota Malang serta 
koiaborasi/MOU dari 
berbagai 

stakehoider/lintas 
sektoral terkait. 

Meningkatkan 
kompetensi 
penyiar 
Agama 
melalui 
bimtek 
dengan 
kerjasama/Mo 
u dengan 
lintas 
sektoral/piha 
k terkait 

Analisa dan rekomendasi atau solusi yang dilakukan pada Sasaran kegiatan (1} 
Meningkatnya kualitas Penyuluhan Agama sebagaimana pada tabel 3.1.3 
Capaian Kinerja pada IKSK Nilai Kinerja Penyuluh diantaranya telah dilakukan 
1. Rapat Kerja Penyuluh 
Diawal Tahun 2024 Penyuluh Agama Islam Kota Malang mengadakan Rapat Kerja pada 
tanggal 25 Januar i 2024 untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan SKP Tahun 
2024, yaitu dengan menentukan bersama RHK Pimpinan yang akan diintervensi menjadi 
RHK Individu disesuaikan dengan tusi Penyuluh Agama Islam. Kegiatan ini dilaksanakan 
di KUA Kec. Klojen dan diikuti oleh 7 Penyuluh PNS dan 4 Penyuluh PPPK 
2. Kegiatan Penilaian Kinerja Penyuluh Agamalslam 
Dalam rangka mengukur standar Kompetensi Kinerja Penyuluh, maka dilaksanakan 
Kegiatan Penilaian Kinerja Penyuluh Agama Islam ASN dan Non ASN sesuai dengan 
Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 1226 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis 
pelaksanaan evaluasi kinerja Penyuluh Agama Islam ASN dan Non ASN, Evaluasi ini 
bersifat wajib bagi seluruh Penyuluh Agama Islam untuk mengukur pelaksanaan tugas 
penyuluh agama islam dengan standar kompetensi jabatan yang diemban serta 
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optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Agama Islam dalam 
memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat. 

B. Capaian Kinerja Anggaran 
Pada Subbab ini memuat: 
1. Ura ian (Pagu, Real isas i , %) berdasarkan j en is belanja/fungsi/pro-

gram/kegiatan satker 
2. Nilai k iner ja anggaran (SMART DJA ) t ahun sebelumnya 
3. Anal is is Ef is iens i Sumber Daya 

Memuat analisa atau uraian efisiensi anggaran 
Contoh: 
Realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 
daya ekonomi yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan sebagai perwujudan pemenuhan 
tujuan akuntabilitas publik. Realisasi anggaran juga merepresentasikan capaian 
kinerja sesuai dengan target pada masing-masing indikator kinerja utama yang 
telah ditetapkan melalui pendekatan nilai realisasi belanja. 
Capaian kinerja anggaran merupakan proses untuk melakukan pengukuran, 
penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran 
sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja 
anggaran. Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja anggaran dalam hal pengukuran, 
penilaian, dan analisis atas kinerja dilaksanakan dengan tujuan untuk 
memperbaiki kinerja instansi, membantu mengalokasikan sumber daya dan 
pembuatan keputusan, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik. 
1. Pagu Anggaran Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2020-2024 
Berdasarkan tren pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
J a w a Tengah tahun 2020-2024, anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kenaikan di tiap tahunnya dari tahun 
2020-2024 dan sempat mengalami penurunan anggaran di tahun 2023. Anggaran 
2024 j i ka dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 
1.502.121.507.000,- menjadi Rp 1.795.569.959000,-. Pagu tahun 2024 ini 
kemudian mendapat penambahan menjadi Rp 1.796.224.413.000,- karena untuk 
penyelesaian pagu minus belanja pegawai di Unit Sekretaris Jenderal. Berikut tren 
pagu anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dari 
tahun 2020-2024. 

Grafik 3. 1. Tren Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 per 8 Januari 2025 

TREN PAGU ANGGARAN 
TAHUN 2020-2024 PER 8 JANUARI 2025 
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Grafik 3. 2. Tren Pagu Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 per 21 Januari 2025 
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TREN PAGU ANGGARAN 

TAHUN 2020-2024 PER 21 JANUARI 2025 
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2. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 

Grafik 3. 3. Tren Persentase Realisasi Anggaran Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 per 8 

Januari 2025 

Persentase Realisasi Anggaran 
Tahun 2020-2024 per 8 Januari 2025 
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Grafik 3. 4. Tren Persentase Realisasi Anggaran Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 per 21 

Januari 2025 
Persentase Realisasi Anggaran 

Tahun 2020-2024 per 21 Januari 2025 

100,00% tfPtt 

Berdasarkan tren realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Tengah tahun 2020-2024, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 99 ,71% atau tidak ada 
perubahan persentase realisasi dengan tahun 2023. Namun, pada saat satuan 
kerja dituntut untuk menyelesaikan pagu minus belanja pegawai dengan 
mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 654.454.000,- persentase realisasi 
tahun 2024 j i ka dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 
0,04%. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan realisasi 
anggaran sebesar 99,46 % terjadi kenaikan sebesar 0,21 %. 
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Apabila dicermati lebih detail per jenis belanja, penurunan realisasi di tahun 2024 
yang tidak signifikan ini disebabkan karena adanya anggaran Tunjangan 
Pendidikan Guru (TPG) Non PNS pada Bidang Pendidikan Agama Islam (Unit 
Pendidikan Islam) tidak dapat terealisasi sempurna. Hal tersebut karena ada 
beberapa Guru Non PNS penerima TPG lulus tes CASN baik sebagai CPPPK 
maupun CPNS. 
3. Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Total pagu anggaran 
Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada 
Tahun 2024 sebesar Rp 1.796.224.413.000,- dengan realisasi sebesar Rp 
1.790.316.293.890,- atau terserap 99,67%. Pada pagu belanja pegawai sempat 
mengalami penambahan anggaran hasil dari revisi antarsatuan kerja Unit 
Sekretaris Jenderal se-Jawa Tengah dalam rangka penyelesaian pagu minus 
belanja pegawai sebesar Rp 654.454.000,- sehingga berakibat total pagu anggaran 
satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 
bertambah dengan pagu akhir menjadi sebesar Rp. 1.796.224.413.000,-. 
Perubahan belanja pegawai bisa dilihat di gralik 3.5 dan 3.6. 

Grafik 3. 5. Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024 per 

8 Januari 2025 
Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja 

Tahun 2024 per B Januari 2025 
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Grafik 3. 6. Pagu dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2024 per 

21 Januari 2025 
Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja 

Tahun 2024 per 21 Januari 2025 
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Dalam pelaksanaan anggaran pada tahun 2024, terdapat beberapa kendala yang 
dihadapi oleh Sekretariat Jenderal, antara lain: 
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1. Masih terdapat anggaran yang diblokir sampai dengan akhir tahun anggaran 
karena kurang lengkapnya dokumen usulan pengajuan anggarannya ke Ke­
menterian Keuangan. 

2. Adanya jangka waktu pelaksanaan revisi anggaran yang dilakukan belum ter-
jadwal secara optimal sehingga menyebabkan kendala tertundanya pencairan 
pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan. 

3. Belum memperhatikan sinergitas pencapaian output dengan pencairan belanja 
APBN dalam merealisasikan program dan kegiatan 

C. Capaian Kinerja La innya 
Memuat capaian kiner ja la innya b isa berupa 
inovasi/ penghargaan/ program <capaian kinerja yang monumental 
atau prestasi satuan kerja yang jarang terjadi (yang luar biasa)> 
1. Inovasi dis ini berarti luas dan tidak sebatas pengadaan ap l ikas i , 

b isa berupa sistem, program/kegiatan yang otentik dan baru , serta 
memil ik i kepatutan dicontoh, oleh satker la innya didalam maupun 
luar l ingkup organisasi . 
<uraikan inovasi yang dilakukan> 
a. J i k a berupa program j e l askan m a k s u d serta dampak dar i pro­

gram inovasi yang d i l akukan ; 
b. J i k a berupa apl ikas i j e l a skan maksud serta dampak dar i ap­

l ikas i yang d isertakan dengan tangkapan layar ha laman; 
c. Sampa ikan informasi sebelum dan sesudah inovasi d i l akukan 

sebagai dampak, a k a n lebih baik apabi la dampak yang d isam­
pa ikan berkaitan dengan peningkatan kinerja. 

2. Penghargaan yang diperoleh b isa dar i internal organisasi , tetapi 
juga b isa oleh eksternal l ingkup Kementer ian Agama. 
<UTaikaii penghargaan yang telah didapatkan oleh satker, mak-
sud/tujuan penghargaan serta waktu penerimaan penghargaan 
yang disertakan dengan foto/bukti penghargaan tersebut > 

3 . <uraikan program Crosscutting/CollcUtorative yang dilakukan> 
a . P ihak-p ihak yang berkai tan pada program crosscutting/collab­

orative 
b. U ra i kan peran satker dan p ihak-pihak yang terkait pada pro­

gram crosscutting/collaborative tersebut 
c. Dampak dar i program crosscutting/collaborative 
d. B u k t i (foto/scan Mou/bukti relevan lainnya) 

Contoh: 
1. Cegah Intoleransi, Kementerian Agama dan BIN Tandatangani MOA 
Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Intelijen Negara (BIN) menandatangani 
Memorandum of Agreement (MOA) terkait pencegahan intoleransi. MOA ini 
sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MOU) yang 
sebelumnya disepakati oleh Menteri Agama dan Kepala BIN. 
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Penan datan gan an MOA ini diadakan di Kantor Pusat Kementerian Agama, Ja lan 
Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Hadir, pejabat tinggi kedua lembaga, termasuk 
Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur BIN, Dwiyono, dan Sekretaris 
Jenderal Kementerian Agama Muhammad All Ramdhani, Inspektur Jenderal 
Kementerian Agama Faisal Ali Hasyim, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar 
Negeri Imam Syaukani, dan jajaran Kementerian Agama. 
Sekretaris Jenderal Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan, penandatanganan 
perjanjian kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi 
antar lembaga negara dalam menjaga keamanan negara. Kerja sama ini bertujuan 
untuk memastikan pelaksanaan amanat konstitusi berjalan baik, bebas dari 
indikasi maupun implementasi hal-hal yang dapat merongrong keamanan negara. 
2. Penghargaan Yang Diperoleh 
Di tahun 2024 Kementerian Agama menerima dua penghargaan dalam Anugerah 
Reksa Bandha 2024 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan. Penghargaan 
pertama adalah J u a r a 3 dari Kelompok 3 Kategori Sertifikasi Barang Milik Negara 
(BMN). Penghargaan ini diberikan kepada Kementerian Agama yang telah 
melakukan upaya pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN 
berupa tanah. Penghargaan kedua adalah J u a r a 3 dari Kelompok 1 Kategori 
Penjual Lelang Noneksekusi. Penghargaan ini diberikan kepada penjual lelang 
noneksekusi dengan capaian pokok lelang Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) tertinggi atas bea lelang serta produktivitas lelang yang optimal untuk jenis 
lelang noneksekusi. 

Gambar 3.1 Penerimaan Penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2024 
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BAB IV 
PENUTUP 

Pada Subbab ini memuat: 
1. <anaUsa/uraian/keterangaii pada seluruh Sasaran Kinerja dalam 

bentuk Capaian Kinerja Sangat Baik, Cukup, dan Kurang> 
2. <uraian rekomendasi perbaikan pada pelaksanaan program dan 

kegiatan satuan kerja>. 

Contoh: 
Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas 
penggunaan anggaran tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Keputusan 
Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian 
Agama. 
Secara umum, capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa 
Tengah atas sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang telah 
ditetapkan menunjukkan kinerja yang SANGAT BAIK, terlepas dari masih ada 
beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan yang perlu mendapat 
perhatian. 
Berdasarkan pengukuran terhadap setiap indikator kinerja sebagaimana yang 
tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2024, menunjukkan bahwa capaian rerata sasaran kegiatan 
kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebesar 102, 9 1 % atau 
kategori SANGAT BAIK. Semua sasaran kegiatan memiliki capaian rerata antara 
100%-120%. Tidak ada sasaran kegiatan yang memiliki capaian rerata di bawah 
100%. 
Beberapa strategi yang perlu dilakukan agar seluruh sasaran dan indikator kinerja 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dapat tercapai minimal 
sesuai target yang telah ditetapkan, maka perlu adanya langkah-langkah konkrit 
antara lain: 
1. menerapkan manajemen risiko kinerja dengan melakukan identifikasi, analisis 

dan pengendalian risiko kinerja; 
2. menyusun strategi pencapaian kinerja (rencana aksi kinerja) setiap awal tahun 

anggaran atas perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Jawa Tengah pada tahun mendatang; 

3. menyusun dan melaporkan capaian kinerja secara berkala baik triwulanan 
maupun tahunan tepat waktu; dan 

4. melakukan monitoring atas capaian kinerja satuan kerja di bawahnya secara 
berkala. 

Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan 
salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor 
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Dalam proses penetapannya, 
senantiasa terus dilakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan 
prioritas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan kondisi 
terkini dengan target yang menantang. Dengan harapan, mampu mendorong 
perkembangan dan reformasi organisasi. 
Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi dan kolaborasi seluruh jajaran 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dalam menghadapi 
berbagai tantangan di tahun 2024. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi J a w a Tengah Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah 
Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Laporan Kinerja ini merupakan periode 
pelaporan tahun kelima dalam merefleksikan pelaksanaan Rencana Strategis 
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 yang 
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. 
Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2024 ini disusun, dengan harapan dapat memberikan informasi 
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k i n e r j a y a n g t e r u k u r a t a s p e l a k s a n a a n t u g a s d a n f u n g s i y a n g d i a m a n a t k a n k e p a d a 
K a n t o r W i l a y a h K e m e n t e r i a n A g a m a P r o v i n s i J a w a T e n g a h , d a n d i j a d i k a n s a l a h 
s a t u a c u a n d a l a m p r o s e s p e r e n c a n a a n s e l a n j u t n y a s ebaga i u p a y a p e r b a i k a n 
b e r k e s i n a m b u n g a n d a l a m m e n i n g k a t k a n k i n e r j a d i m a s a y a n g a k a n d a t a n g . 
S e m o g a A l l a h S W T , T u h a n Y a n g M a h a K u a s a m e r i d h o i u s a h a k i t a s e m u a 
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LAMPIRAN 

1. Memuat dokumen (salinan) Perjanjian Kinerja (Perkin) yang 
ditandatangani 

2. Lampiran- lampiran la innya 


